BAB V
MODEL REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI YANG IDEAL DAN
BERKEADILAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. EVALUASI KRITIS REGULASI RESTITUSI YANG BERLAKU SAAT
INI

1. Analisis Normatif Peraturan Perundang-undangan

Analisis Normatif Peraturan Perundang-undangan dimulai dari norma:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusionalisme perlindungan martabat manusia di Indonesia secara
fundamental terjangkar dalam struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan pemuliaan hak asasi manusia sebagai
norma hukum tertinggi (supreme law).' Secara teoretis, jalinan antara jaminan hak
asasi dan kesetaraan hukum merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan
martabat manusia (human dignity), yang berfungsi sebagai batu penjuru
(cornerstone) dalam mewujudkan keadilan substansial bagi seluruh rakyat
Indonesia.?

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia analisis

diarahkan pada kritis terhadap koherensi antara implementasi perlindungan korban

' Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 85.

2 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Hukum dan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers,
2014), hlm. 112.
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Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mandat konstitusional yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.3

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO)

Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara khusus
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kehadiran undang-undang
ini merupakan respons normatif negara terhadap perkembangan kejahatan
perdagangan orang yang bersifat transnasional dan terorganisir. Secara sistematik,
undang-undang ini tidak hanya memuat rumusan delik dan sanksi pidana bagi
pelaku, tetapi juga mengatur hak-hak korban sebagai bagian integral dari sistem
peradilan pidana.

UU No. 21 Tahun 2007 mengakui sejumlah hak korban, antara lain hak
atas kerahasiaan identitas, hak atas rehabilitasi kesehatan dan sosial, hak atas
pemulangan (repatriasi), dan hak atas restitusi. Pengakuan restitusi sebagai hak
korban merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Restitusi dimaksudkan sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Akan tetapi, dalam praktik, mekanisme restitusi menghadapi kendala
normatif, antara lain ketergantungan pada kemampuan ekonomi pelaku, tidak
adanya mekanisme jaminan negara apabila pelaku tidak mampu membayar, dan

minimnya pengaturan teknis mengenai eksekusi restitusi. Kondisi ini menunjukkan

3 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Bhuana Ilmu
Populer, 2009), him. 241.

4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165.
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adanya kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya menurut norma) dan
das sein (realitas implementasi), seperti masih adanya menghadapi keterbatasan
koordinasi antar-lembaga.

Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah
daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban melalui pembentukan
gugus tugas. Norma ini bersifat imperatif, yang berarti mengikat secara hukum.
Namun secara teleologis, tujuan pembentukan gugus tugas adalah untuk menjamin
koordinasi lintas sektor.

Dalam perspektif Hukum Islam, perdagangan orang merupakan bentuk
pelanggaran serius terhadap magashid al-syari’ah. Apabila dibandingkan, UU No.
21 Tahun 2007 telah mengakomodasi sebagian prinsip perlindungan tersebut,
namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan magashid yang
komprehensif. Perlindungan korban masih ditempatkan dalam konteks proses
peradilan, bukan sebagai hak yang berdiri independen dari proses pemidanaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, UU
No. 21 Tahun 2007 telah mengakui hak korban secara eksplisit, namun orientasi
sistem masih dominan pada penghukuman pelaku, terdapat kelemahan dalam
mekanisme operasional restitusi, dan dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan
korban seharusnya bersifat lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan
martabat manusia.
¢. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
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Perlindungan terhadap korban tindak pidana secara umum diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU
Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang ini memperluas paradigma perlindungan
dengan tidak hanya memposisikan korban sebagai alat bukti dalam proses
peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk
memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Secara sistemik, UU No. 31 Tahun 2014 menegaskan penguatan
kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai aktor
utama dalam pemberian perlindungan. Pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 2014
mengatur sejumlah hak korban, antara lain hak atas perlindungan keamanan
pribadi, keluarga, dan harta benda, hak atas kerahasiaan identitas, hak atas bantuan
medis dan rehabilitasi psikososial, dan hak atas kompensasi dan restitusi.

UU No. 31 Tahun 2014 memperjelas perbedaan antara restitusi, yaitu ganti
kerugian yang dibebankan kepada pelaku, dan kompensasi, yaitu ganti kerugian
yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Pengaturan
kompensasi merupakan perkembangan penting dalam hukum nasional karena
mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak korban.> Dalam
perspektif teori negara hukum, negara tidak hanya bertindak sebagai penegak
hukum (law enforcement agency), tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan dan

keadilan sosial.®

5 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 189.

® Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 152.
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Namun, dalam praktiknya, implementasi kompensasi dan restitusi masih
menghadapi kendala prosedur administrasi yang kompleks, kurangnya pemahaman
korban mengenai haknya, keterbatasan koordinasi antara aparat penegak hukum
dan LPSK, dan keterbatasan akses geografis dan sumber daya.

Secara horizontal, terdapat hubungan erat antara UU No. 31 Tahun 2014
dan UU No. 21 Tahun 2007. UU TPPO secara spesifik mengatur tindak pidana dan
hak korban dalam konteks perdagangan orang, sedangkan UU Perlindungan Saksi
dan Korban memberikan kerangka perlindungan umum yang lebih luas.” Akan
tetapi, terdapat beberapa persoalan normatif antara lain tidak semua korban TPPO
secara otomatis memperoleh perlindungan LPSK tanpa permohonan, koordinasi
prosedural antara aparat penegak hukum dan LPSK belum diatur secara rinci dalam
konteks daerah, dan perlindungan seringkali bersifat responsif, bukan proaktif.

Konsep kompensasi oleh negara dalam UU No. 31 Tahun 2014 sejalan
dengan prinsip tanggung jawab penguasa dalam siyasah syar’iyyah, di mana
pemerintah wajib menanggung kerugian warga apabila terjadi ketidakadilan yang
tidak dapat dipulihkan oleh pelaku. Namun demikian, dalam perspektif Islam,
pemulihan tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 31 Tahun
2014 telah memperkuat paradigma perlindungan korban dalam sistem hukum
nasional, pengaturan kompensasi oleh negara merupakan langkah progresit menuju

keadilan restoratif, namun orientasi perlindungan masih terkait erat dengan

7 Harkristuti Harkrisnowo, Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta:
Pustaka Utama, 2018), hlm. 210.
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kepentingan pembuktian dalam proses peradilan, dan dalam perspektif Hukum
Islam, perlindungan korban seharusnya lebih komprehensif dan menempatkan
pemulihan martabat sebagai tujuan utama.

Karenanya diperlukan model rekonstruksi kebijakan yang memperkuat
peran pemerintah daerah dalam akses perlindungan, menyederhanakan prosedur
kompensasi dan restitusi, dan mengintegrasikan pendekatan magashid al-syari’ah
dalam desain perlindungan korban TPPO.

2. Kelemahan Implementatif

Meskipun secara normatif hak restitusi telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
dan implementasi. Dalam konteksnya, kelemahan tersebut dapat dianalisis dalam
beberapa aspek sebagai berikut:

a. Lemahnya Integrasi Restitusi dalam Proses Penuntutan

Secara konseptual, restitusi merupakan hak korban yang harus
diperjuangkan sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Namun dalam praktik,
tuntutan restitusi belum menjadi bagian integral dari strategi penuntutan.® Jaksa
penuntut umum cenderung memprioritaskan pembuktian unsur pidana dan
penjatuhan pidana pokok, sementara restitusi diposisikan sebagai aspek tambahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma sistem peradilan pidana masih

dominan bersifat offender-oriented, bukan victim-oriented justice. Akibatnya,

8 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 156.
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korban tidak memperoleh perhatian proporsional dalam proses hukum. Dalam
perspektif hukum Islam, pendekatan demikian belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip al-‘adl (keadilan) yang mensyaratkan keseimbangan antara penghukuman
pelaku dan pemulihan korban.

b. Kendala dalam Eksekusi Putusan Restitusi

Salah satu kelemahan implementatif paling signifikan terletak pada tahap
eksekusi. Tidak sedikit putusan pengadilan yang telah mengabulkan restitusi, tetapi
tidak terlaksana secara efektif karena pelaku tidak memiliki aset yang
teridentifikasi, tidak adanya pelacakan dan pembekuan aset sejak tahap awal
penyidikan, dan lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan.
Akibatnya, restitusi sering kali hanya bersifat deklaratif dan tidak memberikan
manfaat konkret bagi korban.

Dalam perspektif magashid al-syari’ah, kondisi ini bertentangan dengan
prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan konsep dhaman (tanggung jawab ganti
rugi), yang mewajibkan pemulihan nyata atas kerugian yang ditimbulkan.

c. Keterbatasan Kapasitas Aparat dalam Menghitung dan Mengajukan Restitusi

Permasalahan lain terletak pada aspek teknis penghitungan kerugian
korban. Tidak terdapat standar operasional yang baku dalam menentukan
komponen kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya pemulihan psikologis,
kehilangan pendapatan, maupun kerugian sosial.

Keterbatasan ini berdampak pada minimnya nominal restitusi yang
diajukan, tidak terakomodasinya kerugian immateriil secara komprehensif,

ketidakseragaman praktik antar-perkara, dan dalam hukum Islam, perlindungan
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terhadap korban tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kehormatan
(hifz al-‘ird) dan keselamatan jiwa (hifz al-nafs).” Faktor Sosiologis dan Budaya
Lokal.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan sosial (al-‘adl al-ijtima’i)
menuntut perlindungan terhadap kelompok lemah (mustadh afin) dan penolakan
terhadap segala bentuk kezaliman struktural.!”

d. Tidak Adanya Mekanisme Dana Talangan Negara

Kelemahan mendasar lainnya adalah belum optimalnya mekanisme
kompensasi atau dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu membayar
restitusi. Dalam situasi demikian, korban kembali menjadi pihak yang dirugikan
karena haknya bergantung sepenuhnya pada kemampuan finansial pelaku.

Dalam doktrin siyasah syar’iyyah, negara memiliki kewajiban aktif untuk
menjamin terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umum.'! Apabila pelaku tidak
mampu memenuhi kewajibannya, maka intervensi negara menjadi bagian dari
tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi korban.

e. Fragmentasi Regulasi Teknis dan Koordinasi Antar-Lembaga

Implementasi restitusi juga terkendala oleh belum terintegrasinya sistem

koordinasi antar-lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

lembaga perlindungan saksi dan korban.'> Perbedaan interpretasi teknis dan

° Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 112.
10°M. Atho Mudzhar, Membumikan Hukum Islam melalui Pendekatan Sosiologis,
(Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 94.
' A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.
12 Topo Santoso, Revitalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2020), hlm. 98.
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lemahnya sistem monitoring menyebabkan tidak adanya kepastian dalam
pelaksanaan putusan restitusi.

Dari kelemahan implementatif tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya
desain operasional dan paradigma penegakan hukum. Dalam perspektif hukum
Islam, restitusi bukan sekadar hak prosedural, melainkan instrumen untuk
merealisasikan magashid al-syari’ah."

Oleh karena itu, kelemahan implementatif yang terjadi menunjukkan
belum optimalnya peran negara sebagai wali al-amr dalam menjamin pemulihan
korban. Identifikasi terhadap berbagai kelemahan implementatif dalam penanganan
korban kejahatan ini tidak sekadar menjadi temuan teknis, melainkan berfungsi
sebagai fundamen normatif dan empiris dalam merumuskan rekonstruksi regulasi
yang bersifat komprehensif dan transformatif.

Transformasi regulasi ini diproyeksikan melalui pengintegrasian restitusi
sebagai kewajiban otomatis (mandatory obligation) dalam surat tuntutan pidana
serta pelembagaan prosedur pelacakan aset (asset tracing) yang dilakukan secara
simultan sejak tahap penyidikan. Lebih jauh, model ini mengusung pembentukan
skema dana talangan negara (state-funded compensation) yang berlandaskan pada
prinsip keadilan sosial, guna menjamin kepastian hak korban di tengah

ketidakpastian eksekusi aset pelaku.

13 Ahmad Kamil, Filsafat Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana: Reorientasi
terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 210.
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Secara substantif, rekayasa hukum ini juga mencakup penyusunan standar
penghitungan kerugian yang diakomodasi melalui pendekatan Magasid al-
Syari‘ah, guna memastikan pemulihan yang menyentuh aspek material dan non-
material secara proporsional.

3. Kesenjangan Nilai Keadilan
a. Konsep Dasar Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, keadilan (a/- ‘adl) bukan sekadar prinsip hukum,
tetapi merupakan nilai teologis yang bersumber dari perintah Allah SWT. Keadilan
menjadi fondasi utama dalam seluruh bangunan syari’ah, baik dalam bidang ibadah
maupun muamalah, termasuk dalam hukum pidana (figh jinayah)."*

Keadilan dalam hukum Islam tidak sekadar dimaknai sebagai produk
konsensus sosial, melainkan sebuah entitas transendental yang legitimasi
fundamentalnya berakar kuat pada nilai-nilai wahyu (divine justice).!> Karakteristik
ini berkelindan dengan dimensi moral-etik yang meniscayakan adanya
keseimbangan objektif dan sikap imparsial dalam setiap penetapan hukum.

Keadilan Islam bersifat substantif, di mana orientasi utamanya melampaui
batas-batas formalitas prosedural demi menyentuh hakikat kebenaran yang hakiki. !¢
Sifatnya yang protektif menegaskan bahwa hukum Islam berperan sebagai

instrumen perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (al-daririyyat al-

4 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2018), him. 114.

15 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 54.

16 SQatjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, [Genta
Publishing: Yogyakarta, 2009], hlm. 45).
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khamsah), memastikan bahwa kemaslahatan individu maupun kolektif terjaga dari
segala bentuk kezaliman dan arbitraritas.!’

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya sistemik dalam
memanifestasikan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima prinsip
fundamental (al-daruriyyat al-khamsah), yang mencakup preservasi agama (hifz al-
din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql), harta (hifz al-mal), serta kehormatan dan
keturunan (hifz al- ‘ird/al-nasl)."8

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum Islam,
merupakan bentuk nyata dari dekonstruksi terhadap prinsip al-daririyyat al-khams,
di mana eksploitasi dan kekerasan fisik secara langsung mengancam eksistensi jiwa
(hifz  al-nafs), sementara praktik perbudakan dan eksploitasi seksual
menghancurkan kehormatan serta martabat korban (hifz al- ‘ird)."”

Pola kerja paksa dan penahanan upah secara sepihak menunjukkan adanya
perampasan paksa terhadap hak kepemilikan harta (hifz al-mal), yang disertai
dengan trauma mendalam yang merusak stabilitas psikologis dan kapasitas
intelektual korban (Zifz al-‘aql)®®. Oleh karena itu, penanggulangan TPPO tidak

dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan hukum yang

17 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta Press,
2011), hlm. 76.

18 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana [lmu,
1999), hlm. 121-123.

19 Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 145.

20 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Islam,
(Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hlm. 208.
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mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap seluruh pilar esensial
kemanusiaan tersebut.Psikologis (kerusakan akal dan mental).?!

Dalam figh jinayah, konstruksi pertanggungjawaban hukum tidak hanya
berorientasi pada aspek punitif, tetapi juga pada aspek restitutif yang tertuang
melalui konsep daman (ganti rugi), gisas, dan diyat.**> Ketiga instrumen ini
membentuk sebuah kerangka yuridis yang holistik terkait tanggung jawab atas
kerugian (mas "uliyyah taksiriyyah) yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.

Mengenai pemulihan hak korban dalam kerangka figh jinayah secara
fundamental berpijak pada doktrin pertanggungjawaban material dan immaterial

yang termanifestasi dalam konsep daman, gisas, dan diyat.”

Prinsip daman
merepresentasikan mekanisme kompensasi atas kerugian properti atau manfaat,
sementara eksistensi gisas dan diyat berfungsi sebagai instrumen keadilan
transisional yang menyeimbangkan antara sanksi fisik dan retribusi finansial bagi
korban atau ahli warisnya.?*

Secara integratif, ketiga elemen ini menegaskan bahwa setiap kerugian
yang timbul dari tindakan melawan hukum (at-ta ‘addr) melahirkan konsekuensi
hukum berupa kewajiban memulihkan keadaan semula, guna menjamin tegaknya

keadilan substantif dan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia (maslahah al-

‘ibad).2s

2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 148.
J

22 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 114.

2 Ibid.

24 Ibid. hlm. 145

%5 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Rembang:
Yayasan Abdul Ghafur, 2018), him. 214.
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Dalam kerangka epistemologi siyasah syar’iyyah, eksistensi negara dan
otoritas kepemimpinan (al-imamah) memikul mandat fundamental yang
berorientasi pada kemaslahatan publik (al-maslahah al-‘aGmmah).?® Perwujudan
dari tanggung jawab tersebut tejawantah dalam kewajiban mutlak negara untuk
menegakkan keadilan secara distributif (igamat al-‘adl), yang menjadi pilar
stabilitas sosial dan hukum. Lebih lanjut, negara berkewajiban memberikan
perlindungan afirmatif terhadap kelompok rentan (a/-mustad ‘afin) serta melakukan
upaya preventif maupun represif dalam mengeliminasi segala bentuk kezaliman
(raf” al-zulm).”’

Apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka negara memiliki
tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin keadilan tetap terwujud.?8
b. Konsep Dasar Keadilan dalam Hukum Nasional

Secara aksiologis, konsepsi keadilan tersebut bersumber utama pada
Pancasila, khususnya sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,"
yang memosisikan keadilan bukan sekadar sebagai distribusi hak, namun sebagai
cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai seluruh tatanan kehidupan berbangsa.?’
Perwujudan normatif dari nilai tersebut kemudian terinstitusionalisasi dalam
konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang berfungsi sebagai pemandu (guiding principle) bagi pembentukan dan

26 A. Djazuli, Figh Sivasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 63.

¥ Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. §9.

28 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.

2 Jimly Asshiddiqie, Teori Konstitusi dan Ideologi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm. 112.
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penegakan hukum demi menjamin kesetaraan serta perlindungan martabat
kemanusiaan di hadapan negara.>°

Konstitusi, sebagai Grundnorm dalam hierarki hukum nasional, secara
fundamental memaktubkan mandat imperatif bagi perlindungan martabat
kemanusiaan melalui tiga pilar utama: prinsip persamaan di hadapan hukum
(equality before the law), perlindungan hak asasi manusia yang bersifat inalienable,
serta supremasi kepastian hukum yang berkeadilan.’! Integrasi ketiga aspek ini
bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan merupakan perwujudan dari
komitmen negara hukum dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara
agar tidak tereduksi oleh tindakan sewenang-wenang kekuasaan, sekaligus menjadi
kompas dalam setiap derivasi kebijakan publik.

Secara teoretis, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih
menunjukkan dominasi paradigma positivisme-legalistik yang kental, di mana
orientasi utamanya berpusat pada penegakan hukum terhadap pelaku (offender-
oriented).’? Kerangka kerja sistem ini secara konsisten menitikberatkan pada proses
pembuktian kesalahan (defermination of guilf) melalui mekanisme formalitas
pembuktian yang kaku, yang pada akhirnya bermuara pada penjatuhan sanksi
pidana sebagai instrumen utama pembalasan atau efek jera. Konstruksi ini
mencerminkan bekerjanya model peradilan pidana yang lebih mengutamakan
kepastian hukum prosedural daripada pencapaian keadilan substansial yang

restoratif bagi semua pihak yang terlibat.??

30 Ibid. hlm. 82

3L Ibid. him. 241

32 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), him. 45.
33 Ibid.
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Evolusi hukum modern saat ini mengalami pergeseran paradigma yang
fundamental, bergerak dari pendekatan retributif yang konvensional menuju sistem
peradilan yang lebih progresif dan humanis.** Transformasi ini teraktualisasi
melalui penguatan instrumen keadilan restoratif (restorative justice) yang
mengedepankan rekonsiliasi serta pemulihan keadaan semula, yang secara inheren
menggeser fokus utama peradilan menjadi keadilan yang berorientasi pada korban
(victim-oriented justice).>

Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap kepentingan menjadi
sentralitas penegakan hukum yang diwujudkan melalui pengakuan konstitusional
dan yuridis terhadap hak restitusi serta kompensasi.*® Integrasi ketiga elemen ini
menandai lahirnya standar baru dalam hukum pidana yang tidak hanya mengejar
kepastian hukum, tetapi juga meniscayakan keadilan substansial melalui pemulihan
hak-hak dasar individu yang terdampak oleh tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang meletakkan fondasi substantif mengenai hak korban
atas ganti kerugian sebagai bagian dari pemulihan penderitaan.’” Pengaturan
tersebut kemudian diperkuat secara prosedural dan kelembagaan melalui Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

34 Ibid.

35 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar
Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 76.

36 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 156.

37 Ibid. hlm. 185
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Integrasi kedua norma hukum ini mencerminkan komitmen negara dalam
menggeser paradigma hukum pidana dari sekadar penghukuman pelaku (retributive
Jjustice) menuju pemulihan hak-hak dasar korban yang bersifat materiil maupun
imateriil (restorative justice). Secara normatif, regulasi ini telah mengakui hak
korban atas restitusi. Namun dalam praktik, implementasi sering menghadapi
kendala struktural dan prosedural.

Keadilan dalam hukum nasional dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu
pertama Keadilan Distributif, negara wajib mendistribusikan perlindungan dan
sumber daya secara adil kepada korban, kedua Keadilan Korektif: Pelaku wajib
mengganti kerugian korban, dan ketiga Keadilan Prosedural: Proses hukum harus
transparan, tidak diskriminatif, dan mudah diakses korban.

c. Sintesis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam budaya sosiokultural masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai
religiositas, konstruksi keadilan yang hidup (/iving law) secara inheren terakulturasi
dengan doktrin ajaran Islam.?® Kondisi ini menciptakan sebuah sinergitas hukum di
mana hukum nasional berperan sebagai kerangka normatif-formal yang menjamin
kepastian yuridis, sementara hukum Islam hadir sebagai landasan etik-filosofis
yang memberikan ruh pada orientasi perlindungan korban.*

Integrasi kedua sistem norma ini tidak hanya memperkuat legitimasi

hukum di tingkat lokal, tetapi juga mentransformasi diskursus perlindungan korban

3% M. Atho Mudzhar, Membumikan Hukum Islam melalui Studi Sosiologi Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2015), him. 78.

3 Syahrizal Abbas, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Dialektika,
Transformasi, dan Aktualisasi, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.
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dari sekadar kewajiban konstitusional menjadi panggilan moral-transendental yang
berakar kuat pada nilai-nilai keadilan masyarakat.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penanggulangan
dampak tindak pidana dapat diakselerasi melalui rekonstruksi paradigma restitusi
yang lebih substantif dan berkeadilan.*® Transformasi ini mengharuskan penguatan
restitusi sebagai kewajiban imperatif yang bersifat mandatory, didukung oleh
mekanisme penjaminan negara (state guarantee) apabila pelaku gagal memenuhi
kewajiban finansialnya, guna menjamin hak-hak korban tidak terabaikan.*!

Perlu dilakukan redefinisi makna restitusi agar tidak terjebak pada
kompensasi material semata, melainkan mencakup dimensi pemulihan martabat
kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip
magqasid al-syari‘ah khususnya pada aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan
kehormatan (hifz al- ‘ird) ke dalam formulasi kebijakan nasional, sistem hukum
akan memiliki landasan etik-filosofis yang kuat untuk mewujudkan keadilan
restoratif yang paripurna bagi korban.*?

Konseptualisasi keadilan dalam hukum Islam memanifestasikan
karakteristik yang bersifat substantif, protektif, dan restoratif, dengan orientasi
utama pada pemulihan holistik (comprehensive restitution) terhadap hak-hak

korban yang tercederai.> Dalam dimensi ini, keadilan tidak sekadar dipahami

40 Barda Nawawi Arief, Pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak
Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2008), him. 114.

4! Topo Santoso, Keadilan Restoratif dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan
Pidana, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 145.

42 Barda Nawawi Arief, Pembangunan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 156.

4 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 112.



329

sebagai prosedur formal, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan yang
menjamin perlindungan harkat kemanusiaan secara utuh.**

Sebaliknya, meskipun sistem hukum nasional telah mengadopsi prinsip
keadilan secara normatif-konstitusional, dalam tataran praktis-empiris
implementasinya masih terjebak dalam paradigma formalistik yang bersifat pelaku-
sentris (offender-oriented).*> Ketimpangan ini menunjukkan adanya diskoneksi
antara teks hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum yang seringkali
mengabaikan urgensi pemulihan kedudukan korban sebagai subjek hukum yang
utama.*®

Analisis pembahasan restitusi dalam penelitian ini difokuskan pada upaya
mengintegrasikan nilai-nilai magasid al-syari‘ah sebagai fondasi etis-normatif
guna memastikan perlindungan kemaslahatan korban. Rekonstruksi tersebut
mengharuskan penguatan tanggung jawab negara (state responsibility) yang lebih
deterministik, sekaligus menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif
yang berorientasi pada penghukuman pelaku menuju victim-oriented justice yang
menitikberatkan pada pemulihan hak korban.

B. LANDASAN FILOSOFIS REKONSTRUKSI RESTITUSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1. Prinsip Magqasid al-Syari‘ah
Konsep maqasid al-syari‘ah secara sistematis dirumuskan oleh ulama

seperti Abu Ishaq al-Syatibi dalam al-Muwafaqgat, yang menegaskan bahwa tujuan

4 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2007), hlm. 54.

4 Ibid. hlm. 83

46 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), him. 45.
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utama syariat adalah merealisasikan kemaslahatan (jal/b al-maslahah) dan
mencegah kerusakan (dar’ al-mafsadah).*’ Dalam konteks TPPO, restitusi tidak
hanya dipahami sebagai hak prosedural, tetapi sebagai instrumen perlindungan
magqasid terhadap korban.*
a. Restitusi sebagai Implementasi Daruriyyat al-Khams

1) Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Integrasi rehabilitasi berbasis nilai-nilai keagamaan dalam skema
restitusi menjadi imperatif untuk merestorasi integritas batin korban, guna
menjamin koherensi antara keadilan hukum dengan pemenuhan hak asasi
manusia yang bersifat transendental.*’

2) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Restitusi tidak boleh sekadar dipandang sebagai kompensasi finansial
nominal, melainkan harus diartikan sebagai instrumen pemulihan yang mencakup
biaya pengobatan medis, intervensi psikologis, rehabilitasi berkelanjutan, serta
reintegrasi sosial yang menyeluruh.°
3) Hifz al-‘Agl (Perlindungan Akal)

Kebijakan restitusi harus diposisikan sebagai instrumen rehabilitasi
holistik yang mencakup tiga pilar utama: pertama, penyediaan layanan konseling

psikologis berkelanjutan untuk memitigasi dampak trauma; kedua, fasilitasi

47 Amir Syarifuddin, Ushul Figh: Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 210.

8 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 112.

4 Khudzaifah Dimyati, Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Paradigma Hukum
Transendental, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014), him. 122.

50 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Menuju Peradilan
yang Berkeadilan dan Humanis, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2017), hIm. 142.
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pendidikan ulang (re-education) sebagai upaya reintegrasi sosial; dan ketiga,
pemulihan kapasitas intelektual serta kognitif korban yang sempat terdegradasi
akibat eksploitasi.’!

4) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan dan Martabat)

Transformasi fungsi restitusi ini penting untuk mengembalikan izzah
(kemuliaan) korban dan keluarganya, sejalan dengan mandat filosofis
perlindungan kehormatan manusia yang menjadi inti dari keadilan substantif.

5) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Dalam perspektif ini, keadilan bagi korban hanya dapat dicapai apabila
hak-hak kebendaan yang dirampas dikembalikan secara utuh, sesuai dengan
prinsip perlindungan hak milik yang telah digariskan dalam kerangka teologis-
yuridis Islam.

b. Prinsip Keadilan (al- ‘Addlah) dan Tanggung Jawab Negara

Dalam kerangka siyasah syar‘iyyah, negara mengemban mandat
teologis dan konstitusional untuk melaksanakan keadilan substantif melalui
perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang tercederai.’? Penerapan
keadilan tersebut dalam regulasi restitusi yang ideal harus mengintegrasikan tiga

dimensi fundamental secara simultan:

5! Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 198.

52 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Amzah,
2014), hlm. 210.
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1) Keadilan Korektif (Corrective Justice): Sebagai bentuk pertanggungjawaban
personal, di mana pelaku diwajibkan secara mutlak untuk memulihkan
seluruh kerugian materil maupun immateril yang dialami korban.>

2) Keadilan Distributif: Negara hadir sebagai penjamin melalui mekanisme
subsidiary liability, yakni dengan menginisiasi dana kompensasi khusus
(victim fund) untuk menanggung restitusi apabila pelaku berada dalam
kondisi ketidakmampuan finansial, guna memastikan hak korban tidak
terabaikan.’*

3) Keadilan Restoratif: Menempatkan pemulihan martabat dan integritas
kemanusiaan korban sebagai orientasi utama, melampaui sekadar transaksi
finansial menuju rekonsiliasi sosial yang beradab.>”

c. Magasid sebagai Dasar Rekonstruksi Regulasi
Prinsip magqasid dapat dijadikan parameter normatif dalam merekonstruksi
regulasi restitusi, dengan arah sebagai berikut:
1) Perluasan Makna Restitusi
Perluasan cakupan restitusi ini tidak lagi terbatas pada penggantian
kerugian materiil secara fisik, melainkan secara esensial mencakup dimensi
immateriil yang lebih luas.
Hal ini mencakup mitigasi terhadap kerugian psikologis yang bersifat

laten, serta kompensasi atas hilangnya peluang dan masa depan korban (lost of

33 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 87.

54 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 168.

55 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), him. 124.
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opportunity). Integrasi elemen-elemen ini menjadi prasyarat mutlak dalam
mewujudkan keadilan substansial yang berorientasi pada pemulihan martabat
dan eksistensi korban secara utuh.
2) Restitusi sebagai Hak Otomatis Korban
Dalam konteks hukum Islam, haqq al- ‘abd memiliki derajat urgensi yang
tinggi karena pemenuhannya tidak dapat digugurkan secara sepihak, bahkan oleh
otoritas negara sekalipun, tanpa adanya kerelaan dari pemilik hak>®.
Ketidakmampuan finansial pelaku tidak boleh menjadi celah hukum
yang meniadakan hak korban, sehingga diperlukan intervensi negara sebagai
pelaksana fungsi imamah untuk menjamin bahwa hak-hak kemanusiaan terpenuhi.
3) Pembentukan Dana Restitusi Negara
Pembentukan Dana Restitusi Negara (State Restitution Fund) muncul
sebagai instrumen solutif atas keterbatasan finansial pelaku dalam memenuhi hak-
hak korban, yang secara fundamental memposisikan negara sebagai penjamin
keberlangsungan kesejahteraan warga negaranya.®’ Dalam hukum Islam, peran ini
merupakan perwujudan dari doktrin maslahah ‘ammah (kemaslahatan publik), di
mana negara memiliki kewajiban intervensi melalui kebijakan distribusi yang adil
untuk memitigasi kerugian korban.

4) Mekanisme Progresif dan Victim-Oriented

%6 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2018), him. 241.

57 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi
pada Korban Kejahatan, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014),
hlm. 112.
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Implementasi restitusi tidak boleh terjebak dalam formalisme hukum
yang kaku, melainkan harus memenuhi kualifikasi simplistis, akseleratif, dan
protektif.>® Hal ini berarti prosedur pengajuan restitusi wajib didesain sedemikian
rupa agar tetap sederhana guna menghindari birokrasi yang berbelit, dilaksanakan
secara cepat demi menjamin kepastian pemulihan, serta tidak membebankan
standar pembuktian yang eksesif (undue burden of proof) kepada korban>’.

Dalam kerangka teoretis disertasi ini, restitusi bagi korban TPPO tidak
sekadar diposisikan sebagai instrumen kompensasi finansial bersifat teknis,
melainkan diformulasikan sebagai sebuah kewajiban syar 7 sekaligus imperatif
konstitusional yang fundamental.®

Argumentasi ini berakar pada urgensi proteksi terhadap al-darariyyat al-
khams (lima prinsip dasar kehidupan), di mana pemulihan hak korban merupakan
manifestasi langsung dari upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql),
harta (hifz al-mal), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-din/al- ‘ird).

Oleh karena itu, negara memegang tanggung jawab otoritatif untuk
melakukan rekonstruksi regulasi yang bersifat transformatif; sebuah langkah
hukum yang menjamin pemulihan secara komprehensif (comprehensive restitution)
guna mengembalikan martabat kemanusiaan korban yang telah terdegradasi.®!

Dengan demikian, integrasi nilai magasid dalam kebijakan restitusi menjadi

>8 Satjipto Rahardjo, Penebarkan Hukum Progresif, (Kompas: Jakarta, 2010), him. 63

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 189.

60 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Hukuman dan Keadilan Konstitusional, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), hlm. 210.

1 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), him. 94.
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conditio sine qua non bagi terwujudnya keadilan substantif yang selaras dengan cita
hukum nasional.?

Dalam upaya pembaruan hukum, magasid berperan sebagai kerangka
normatif rekonstruksi hukum yang memungkinkan penataan ulang struktur hukum
agar lebih responsif terhadap dinamika zaman. Konsepsi ini menjadi basis
legitimasi yang kuat dalam menjembatani integrasi antara nilai-nilai hukum Islam
dan sistem hukum nasional.

2. Konsep Dhaman (Ganti Rugi)

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya pada ranah figh jinayah,
konstruksi teoretis mengenai daman (ganti rugi) bertumpu pada doktrin
pertanggungjawaban objektif yang bersifat niscaya terhadap setiap perbuatan yang
menimbulkan kerugian (al-darar).®® Paradigma ini menegaskan bahwa kewajiban
hukum untuk melakukan restitusi muncul secara otomatis sebagai konsekuensi
logis dari terjadinya kerugian materiil maupun non-materiil, tanpa membedakan
derajat kemampuan finansial atau kondisi subjektif pelaku.

Dengan demikian, daman tidak diposisikan sebagai sanksi yang
bergantung pada diskresi kapasitas personal, melainkan sebagai instrumen
pemulihan hak (restitutio in integrum) yang bersifat imperatif demi tegaknya
keadilan substantif dan perlindungan terhadap harta serta jiwa manusia.

Secara terminologis, dhaman (Ul) berarti tanggung jawab hukum

untuk mengganti kerugian akibat suatu perbuatan yang menimbulkan mudarat

62 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Islam: Konsep, Sejarah, dan Transformasinya
dalam Hukum Nasional, (Y ogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 142.

63 Jaih Mubarok, Kaidah-Kaidah Figh Kontemporer dalam Masalah Ekonomi dan
Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 94.
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terhadap pihak lain.%* Dalam figh muamalah dan figh jinayah, dhaman merupakan

instrumen pemulihan hak (restorative liability) yang berfungsi mengembalikan

keseimbangan (i ‘adah al-tawdzun) akibat terlanggarnya hak seseorang®.
Landasan normatif dhaman bersumber dari:

a. Al-Qur’an, khususnya prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil

(QS. al-Bagarah: 188)

~
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Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan
dosa, padahal kamu mengetahui.

dan prinsip keadilan (QS. an-Nisa: 58).
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

b. Hadis Nabi SAW, di antaranya kaidah:
“La darar wa la dirar” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).
c. Kaidah Fighiyyah, seperti Al-darar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), 4/-

ghurm bi al-ghunm (tanggung jawab sebanding dengan manfaat), dan barang

4 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him.
89.

85 Jaih Mubarok, Perkembangan Fikih Muamalah Kontemporer di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Setia, 2010), him. 94.
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siapa merusak sesuatu maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, dhaman
bukan sekadar sanksi, tetapi mekanisme pemulihan hak korban secara konkret
dan proporsional.

Dalam figh jinayah, konsep tanggung jawab atas kerugian korban dikenal
dalam beberapa bentuk:

a. Diyat (kompensasi atas hilangnya nyawa atau luka fisik).

Keberadaan diyat tidak hanya berfungsi sebagai substitusi hukuman fisik
(gisas), melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata dalam domain
publik yang berorientasi pada mitigasi dampak penderitaan korban atau ahli
warisnya.®® Diyat dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat
dikonstruksikan sebagai mekanisme keadilan restoratif yang mengedepankan
rekonsiliasi sosial tanpa menegasikan hak asasi manusia atas perlindungan fisik dan
nyawa.

b. Arsy (kompensasi atas cacat/luka tertentu)

Arsy bukan sekadar instrumen finansial, melainkan sebuah bentuk
restitusional yang rigid dan terukur guna memulihkan hak korban atas penderitaan
fisik dan penurunan fungsi organ tubuh yang dialami.®” Dalam konteks ini,
penilaian ganti rugi pada arsy mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan
retributif dan restoratif, di mana hukum Islam berupaya memberikan kepastian
hukum melalui standardisasi nilai kompensasi yang proporsional terhadap derajat

luka atau kecacatan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

% Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), him. 124
67 Ibid. hlm. 145
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c. Ta‘wid (kompensasi kerugian harta dan nonfisik)

Ta ‘wid menawarkan cakupan perlindungan yang lebih luas dan relevan
terhadap karakteristik korban TPPO yang mengalami kerugian bersifat
multidimensional. Dimensi ini tidak hanya mencakup restitusi ekonomi atas
eksploitasi kerja dan upah yang tidak terbayarkan (material losses), tetapi juga
mencakup pemulihan terhadap degradasi fisik, trauma psikis, serta runtuhnya
kehormatan dan martabat kemanusiaan (immaterial losses).

Oleh karena itu, signifikansi fa ‘wid dalam konteks ini terletak pada
kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek keadilan korektif dengan pemulihan
martabat korban secara holistik, sejalan dengan prinsip perlindungan hak dasar
manusia dalam bingkai hukum Islam yang transformatif.

Konsep dhaman dalam Tindak pidana perdagangan orang yang melanggar
beberapa magasid al-syari ‘ah sekaligus karena Tindak Pidana Perdagangan Orang
merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara fundamental
melakukan dekonstruksi terhadap pilar-pilar magasid al-syari‘ah melalui
pelanggaran multidimensional.®

Dalam model rekonstruksi regulasi restitusi yang ideal, konsep dhaman
dapat diformulasikan ke dalam beberapa prinsip berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Absolut (Strict Liability Moral-Syar i)
Rekonstruksi model regulasi restitusi yang berorientasi pada keadilan

substantif meniscayakan integrasi konsep dhaman ke dalam doktrin Tanggung

%8 Ibid. him. 145
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Jawab Absolut (Strict Liability Moral-Syar i).®° Dalam kerangka ini, kewajiban
pelaku TPPO untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita korban bersifat
otomatis dan melekat (inherent), sehingga tidak lagi bergantung pada inisiatif
tuntutan perdata yang terpisah maupun birokrasi permohonan yang rigid.

Transformasi paradigma ini memberikan wewenang penuh kepada
hakim untuk menjatuhkan putusan restitusi secara ex officio dalam putusan
pidana, sebagai manifestasi nyata dari perlindungan hak-hak korban yang selaras
dengan prinsip kemaslahatan dan kepastian hukum dalam hukum Islam.

b. Prinsip Kompensasi Integral (Full Recovery)

Dalam kerangka rekonstruksi regulasi restitusi yang ideal, integrasi
konsep dhaman (tanggung jawab/ganti rugi) perlu diformulasikan ke dalam
Prinsip Kompensasi Integral (Full Recovery) yang bersifat holistik.”® Secara
konseptual, prinsip ini menegaskan bahwa restitusi tidak boleh hanya terjebak
pada dimensi kerugian materiil yang bersifat tampak (actual loss), melainkan
harus mencakup spektrum kerugian yang lebih luas.

Hal ini meliputi kompensasi atas kerugian ekonomi (hilangnya upah
dan biaya pengobatan), kerugian psikologis yang mendalam, degradasi status
sosial, serta kerugian masa depan (future loss/lucrum cessans) yang
menghambat potensi keberlanjutan hidup korban.

Secara filosofis-yuridis, konstruksi ini menemukan fundamennya

dalam khazanah fikih melalui asas al-darar yuzal bi gadr al-imkan (kemudaratan

% Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sleman: Pustaka
Pelajar, 2015), hlm. 182.

70 Jaih Mubarok, Perkembangan Fikih Muamalah di Indonesia, (Bandung: Pustaka
Setia, 2012), him. 145.
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harus dihilangkan sejauh mungkin). Penerapan asas ini dalam sistem restitusi
mengharuskan adanya upaya restorasi kondisi korban ke keadaan semula
(restitutio in integrum) melalui mekanisme ganti rugi yang proporsional dan
komprehensif.

Dengan demikian, sinkronisasi antara doktrin dhaman dan prinsip
kompensasi integral ini diharapkan mampu menutup celah ketidakadilan (gap)
yang selama ini muncul akibat penghitungan restitusi yang bersifat reduksionis.
. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif

Dalam kerangka siyasah syar ‘iyyah, kedudukan negara melalui figur
al-imam atau wali al-amr berfungsi sebagai penjamin terakhir (ultimum
remedium) yang mengemban mandat untuk memastikan kemaslahatan dan
pemulihan korban tetap terpenuhi.”! Rekonstruksi ini menegaskan bahwa
pemenuhan restitusi bukan sekadar hubungan privat antara pelaku dan korban,
melainkan merupakan kewajiban konstitusional dan syar'i oleh negara untuk
memanifestasikan keadilan bagi pihak yang rentan.

. Prinsip Restorative Justice Islami

Formulasi ini menegaskan bahwa esensi pemidanaan tidak boleh
terjebak pada dimensi retributif yang sekadar berorientasi pada penghukuman
pelaku (punitive approach), melainkan harus bertumpu pada orientasi pemulihan
yang bersifat holistik. Di bawah kerangka ini, restitusi diposisikan sebagai
instrumen yuridis untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap korban,

yang mencakup restorasi kerugian materiil dan immateriil, pemulihan martabat

"I Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.
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kemanusiaan (human dignity), serta fasilitasi reintegrasi sosial yang
memungkinkan korban kembali ke tengah masyarakat tanpa stigma.’?

Secara normatif, landasan operasional hak restitusi ini terakomodasi dalam
dua pilar perundang-undangan utama, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang meletakkan
dasar pemulihan bagi korban eksploitasi manusia, serta Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Integrasi kedua norma tersebut
menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari yang bersifat
retributif-konvensional menuju sistem peradilan yang lebih berorientasi pada
pemulihan keadilan (restorative justice) melalui pemenuhan ganti kerugian atas
penderitaan fisik, materiil, maupun psikologis yang dialami korban.

Konstruksi konsep daman (liabilitas/penjaminan) dalam hukum Islam
memberikan penguatan normatif yang signifikan terhadap implementasi restitusi
bagi korban kejahatan. Secara esensial, restitusi tidak sekadar dipandang sebagai
kewajiban perdata kontraktual, melainkan sebuah kewajiban moral-religius yang
inheren dalam prinsip keadilan distributif.”?

Karakteristik daman yang bersifat la yasqutu bi al-i‘sar (tidak gugur
karena kesulitan finansial) menegaskan bahwa ketiadaan kemampuan material
pelaku pada masa tertentu tidak menghapuskan hak korban atas kompensasi.”

Dalam hukum kontemporer, hal ini membuka ruang bagi perluasan tanggung jawab

2 Op.cit. him. 165.

3 Ibid. him. 189

74 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan
Zaman, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 189.
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melalui mekanisme state responsibility (tanggung jawab negara), di mana negara
dapat hadir sebagai penopang kewajiban tersebut demi menjamin tercapainya
kemaslahatan (maslahah) dan pemulihan hak-hak dasar manusia secara utuh.”

Dalam perspektif yang lebih dalam, ganti rugi berfungsi sebagai
mekanisme vital bagi pemulihan martabat kemanusiaan (recovery of human
dignity) yang kerap tercederai akibat tindakan melawan hukum, sekaligus menjadi
pengejawantahan konkret dari magasid al-syari‘ah dalam menjaga kemaslahatan
(maslahah) dan menolak kemudaratan (dar 'u al-mafasid)’®.

Dengan demikian, tanggung gugat dalam daman bertransformasi menjadi
kewajiban multiaspek mencakup dimensi moralitas individu, tanggung jawab sosial
kolektif, hingga kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa setiap
kerugian tidak hanya terbayar secara nominal, tetapi juga terpulihkan secara
esensial demi tegaknya marwah kemanusiaan.”’

3. Prinsip Keadilan (‘Adl) dan Ihsan
a. Prinsip Keadilan (‘4dl) sebagai Fondasi Restitusi Korban

Keadilan (‘ad/) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum
Islam. Al-Qur’an secara eksplisit memerintahkan penegakan keadilan,
sebagaimana dalam QS. An-Nahl: 90

S ety Sy Lasdl 52 g ol s 20ty ool i 2 Gy e

A~
- -~

585 S

5 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 155.

76 Jaih Mubarok, Perkembangan Fikih Muamalah di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia,
2012), him. 158.

77 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta
Press, 2011), hlm. 182.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan
memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu
selalu ingat.

dan QS. An-Nisa’: 58.

A & J,\,JL,S&Q\ 8l & @,\JBW\J\WY\ \y},u\g;w\ ML
\M(\&MOK‘&M\O ‘\; \....a.s

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling
baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Dalam hukum pidana Islam (figh jinayah), orientasi keadilan tidak lagi
dipandang secara sempit melalui kacamata retributif yang semata-mata bertumpu
pada penghukuman pelaku (‘ugitbah), melainkan telah bergeser menuju paradigma
keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hak-hak korban (restitutio in
integrum).’®
Implementasi nyata dari prinsip ini terefleksi dalam doktrin dhaman
(tanggung jawab perdata dalam pidana), yang menempatkan kewajiban kompensasi
atau ganti rugi sebagai instrumen yuridis untuk memulihkan kerugian materiil
maupun moriil yang diderita korban. Hukum pidana Islam mengintegrasikan
perlindungan korban ke dalam struktur pemidanaan, memastikan bahwa keadilan

tidak hanya tercapai melalui nestapa bagi pelaku, tetapi juga melalui pemulihan

martabat dan hak ekonomi korban yang terdampak oleh tindak pidana.

8 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 121.
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Korban TPPO dalam perspektif hukum Islam menempati posisi sebagai
pihak yang terzalimi (mazlum), sebuah status yuridis-teologis yang
mengimplikasikan tanggung jawab absolut negara dalam menjamin restitusi hak-
hak dasar mereka. Kewajiban negara tersebut tidak boleh berhenti pada tataran
formalitas hukum, melainkan harus diwujudkan melalui skema restitusi yang
bersifat mandat (mandatory) dan bukan fakultatif, guna memastikan pemulihan
yang komprehensif.

Secara substansial, praktik TPPO merupakan bentuk penistaan terhadap
hifz al-nafs (perlindungan jiwa), di mana eksploitasi fisik dan psikis yang dialami
korban mengancam hak atas kelangsungan hidup dan rasa aman yang dijamin oleh
syariat. Tindak pidana ini secara langsung menyerang pilar hifz al-‘ird
(perlindungan kehormatan) melalui praktik komodifikasi manusia dan degradasi
martabat yang meruntuhkan marwah kemanusiaan (karamah al-insaniyyah).”

Dalam dimensi ekonomi, TPPO juga mencerminkan pelanggaran terhadap
hifz al-mal (perlindungan harta), mengingat adanya unsur eksploitasi ekonomi
secara ilegal dan perampasan hak-hak finansial korban demi keuntungan sepihak
para pelaku.®? Dengan demikian, penanggulangan TPPO bukan sekadar penegakan
norma hukum positif, melainkan sebuah ikhtiar mendasar untuk menjaga al-
daririyyat al-khamsah demi terciptanya kemaslahatan yang berkeadilan bagi

individu dan masyarakat.

7 Ibid. him. 121
80 Jaih Mubarok, Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017),
hlm. 114.
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Restitusi, dalam bingkai diskursus keadilan ( ‘ad/), tidak boleh dipandang
sekadar sebagai kompensasi material yang bersifat transaksional, melainkan harus
diposisikan sebagai instrumen restitusi integratif yang berfungsi memulihkan

dimensi magasid yang telah tercederai akibat tindak pidana.®!

Mengingat
pelanggaran terhadap hak-hak korban menyentuh aspek-aspek fundamental dalam
al-darariyyat al-khamsah, maka rekonstruksi regulasi mengenai restitusi mendesak
untuk dilakukan dengan mengadopsi mekanisme pemulihan yang bersifat total.3?
b. Prinsip /hsan sebagai Dimensi Humanistik Restitusi

Konsep ‘adl (keadilan) diposisikan sebagai fundamen yuridis atau standar
minimal yang memastikan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional.’?
Namun, pencapaian kemaslahatan yang paripurna mewajibkan peningkatan nilai
menuju derajat issan, yang merupakan manifestasi standar moralitas tertinggi di
atas sekadar legalitas formal. /hsan melampaui batas kewajiban minimal (obligasi
hukum) dengan mengintegrasikan melalui aktualisasi kebaikan secara maksimal
dan komprehensif.

Secara substansial, iisan merealisasikan dalam bentuk empati serta
kepedulian yang mendalam, yang dalam praktiknya mewujud sebagai instrumen

perlindungan afirmatif terhadap pihak-pihak yang lemah (al-mustad ‘afin).3*

Dengan demikian, jika ‘adl berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial, maka ihsan

81 Op.cit. hlm. 155

82 Barda Nawawi Arief, Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 89.

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh: Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 312.

8 Ibid. hlm. 189
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berperan sebagai ruh yang menyempurnakan keadilan melalui pendekatan
kemanusiaan yang lebih transenden dan protektif.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer dan perlindungan korban,
transformasi konsep restitusi melalui paradigma ihsan menawarkan kerangka
pemulihan yang jauh melampaui sekadar kompensasi finansial nominal.®)
Implementasi iisan dalam sistem keadilan retributif dan restoratif menuntut adanya
kebaikan yang melampaui batas kewajiban legal formal (beyond legal duty).3®

Prinsip ihsan dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen distributive
Jjustice yang melegitimasi negara untuk mengambil peran penjamin melalui tiga
mekanisme strategis: pertama, pengalokasian dana talangan sebagai solusi segera
bagi korban; kedua, pengembangan skema kompensasi melalui model subsidi
silang yang bersifat kolaboratif; dan ketiga, rekonstruksi sistem jaminan sosial yang
secara spesifik menyasar pemulihan pasca-viktimisasi.?’

Integrasi ketiga elemen ini memastikan bahwa perlindungan terhadap
warga negara tidak bersifat ilusif, melainkan hadir secara nyata melalui kebijakan
fiskal dan sosial yang berkeadilan.

Selanjutnya Integrasi prinsip dd/ dan ihsan ini menghasilkan model

regulasi yang:

8 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 182.

8 M. Amin Abdullah, Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Sunan
Kalijaga Press, 2004), hlm. 189.

87 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta Press,
2011), hlm. 182.
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c. Bersifat Wajib dan Berorientasi Korban: Restitusi harus otomatis menjadi
bagian dari putusan pidana tanpa membebani korban dengan prosedur
tambahan.

d. Komprehensif: Mengakui kerugian materiil dan immateriil serta dampak jangka
panjang.

e. Dijamin Pelaksanaannya: Negara menjadi penjamin eksekusi apabila pelaku
tidak mampu.

d. Berbasis Magasid al-Syari‘ah: Pemulihan difokuskan pada perlindungan jiwa,
kehormatan, dan harta korban.

Secara konseptual, dapat dirumuskan bahwa prinsip ‘adl menegaskan
kewajiban pengembalian hak korban secara proporsional dan adil, sedangkan
prinsip ihsan menuntut pemulihan yang komprehensif, humanistik, dan
transformatif.

Dengan menjadikan ‘ad! dan ihsan sebagai landasan filosofis, rekonstruksi
regulasi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif
hukum Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum formal, tetapi juga
merealisasikan keadilan yang melindungi martabat manusia. Model ini
menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan dan memastikan bahwa
pemulihan hak mereka merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana.

C. PRINSIP DASAR MODEL RESTITUSI IDEAL DAN BERKEADILAN

1. Berbasis Pemulihan Korban (Restorative—Victim Centered)

Prinsip Berbasis Pemulihan Korban (Restorative—Victim Centered)

merupakan fondasi normatif dan filosofis dalam merumuskan model rekonstruksi
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regulasi restitusi yang ideal dan berkeadilan bagi korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO).%8
Pendekatan ini bertumpu pada paradigma restorative justice. Secara
normatif, pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014. Namun dalam praktik, sistem masih dominan offender-oriented (berorientasi
pada pelaku). Oleh karena itu, model rekonstruksi regulasi restitusi perlu
menggeser paradigma tersebut menjadi victim-centered justice.
Pendekatan berbasis pemulihan menuntut restitusi mencakup seluruh
kerugian nyata dan tidak nyata yang dialami korban, yaitu:
a. Pemulihan Ekonomi
Dalam dimensi rehabilitasi ekonomi, tuntutan ini bermanifestasi pada
kewajiban restitusi yang mencakup reintegrasi pendapatan atas hilangnya potensi
penghasilan selama masa viktimisasi, serta pemenuhan hak atas upah yang
tertahan akibat praktik kerja paksa.®
b. Pemulihan Fisik dan Psikologis
Pendekatan berbasis pemulihan dalam kerangka penegakan hukum
modern meniscayakan adanya skema restitusi yang bersifat menyeluruh, yang

tidak hanya berfokus pada kerugian material murni, tetapi juga mencakup seluruh

88 Barda Nawawi Arief, Pembangunan Hukum Pidana Perkembangan Asas-Asas Hukum
Pidana Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 134.

% Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 201.
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spektrum kerugian nyata (fangible) dan tidak nyata (intangible) yang dialami oleh
korban.”°
c. Pemulihan Sosial

Dalam dimensi pemulihan sosial, restitusi harus diposisikan sebagai
instrumen strategis untuk memfasilitasi reintegrasi sosial korban secara
bermartabat, yang dibarengi dengan mekanisme perlindungan sistemik terhadap
stigmatisasi yang sering kali menghambat proses asimilasi pasca-viktimisasi.

d. Pemulihan Martabat (Dignity Restoration)

Pendekatan berbasis pemulihan ini menuntut adanya rekonsiliasi
terhadap seluruh dampak nyata maupun tidak nyata, dengan menempatkan
restorasi martabat sebagai pilar utama. Mengingat TPPO merupakan bentuk
perbudakan modern yang melenyapkan otonomi diri, maka mekanisme restitusi
wajib berfungsi sebagai sarana validasi sosial dan hukum untuk memulihkan
harga diri korban.

Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip ini memiliki legitimasi kuat melalui
konsep:
a. Magasid al-Syari‘ah
Pertama, TPPO merupakan negasi terhadap hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
karena mengeksploitasi eksistensi fisik dan psikis korban secara tidak manusiawi.
Kedua, kejahatan ini secara langsung mencederai hifz al-‘ird (perlindungan
kehormatan) melalui objektifikasi dan degradasi martabat kemanusiaan yang bersifat

destruktif. Ketiga, praktik eksploitasi ekonomi di dalamnya merupakan pelanggaran

% Op.cit. hlm 89
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nyata terhadap hifz al-mal (perlindungan harta) yang merampas hak-hak materiil
korban.
b. Konsep Daman (Tanggung Jawab Ganti Rugi)

Dalam konstruksi hukum Islam, legitimasi ganti rugi terhadap korban
tindak pidana menemukan fondasi epistemologisnya melalui doktrin daman
(tanggung jawab perdata/kompensasi), yang secara integral menghubungkan ranah
figh jinayah (hukum pidana) dengan figh mu ‘Gmalah (hukum perdata).’! Prinsip ini
menegaskan imperatif tanggung jawab personal (personal liability) bagi pelaku
untuk memulihkan kondisi korban sediakala sebagai konsekuensi logis dari
tindakan yang merugikan.

c. Keadilan dalam Siyasah Syar ‘iyyah

Dalam kerangka epistemologi hukum Islam, legitimasi perlindungan
korban tindak pidana menemukan fondasi kokohnya melalui diskursus Siyasah
Syar ‘iyyah, yang memposisikan negara sebagai penjamin utama (guarantor)
terhadap kemaslahatan publik (al-maslahah  al-‘aGmmah).”?> Implementasi
kewajiban ini menjadi penting ketika pelaku tindak pidana mengalami
ketidakmampuan finansial dalam memenuhi kewajiban restitusi, sehingga negara
berdasarkan otoritas regulasinya wajib mengintervensi melalui mekanisme dana

talangan (state fund) atau skema kompensasi publik.”

oV Ibid. him 115

92 M. Atho Mudzhar, Membumikan Hukum Islam: Pengalaman Indonesia, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2013), him. 112.

93 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.
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Perbedaan Model Konvensional dan Restorative—Victim Centered dapat

dilihat sebagai berikut:

Aspek Model Konvensional Model Restorative—Victim Centered
Orientasi Pelaku Korban
Fokus Pemidanaan Pemulihan
Posisi Korban Saksi Subjek hak
Tujuan Pembalasan Rekonstruksi keseimbangan
Peran Negara Pasif Aktif menjamin restitusi

Tabel 5.1

Upaya rekonstruksi model penanganan korban tindak pidana perdagangan
orang memastikan adanya transformasi paradigma dari sekadar prosedur formal
menjadi instrumen pemulihan hak asasi yang substantif.”* Efektivitas implementasi
prinsip ini memerlukan penguatan kerangka normatif melalui pelembagaan restitusi
otomatis (mandatory restitution) dalam setiap amar putusan hakim, yang dibarengi
dengan standarisasi perhitungan kerugian komprehensif yang mencakup dimensi
materiil maupun immateriil secara proporsional.

Negara wajib menjamin mekanisme eksekusi yang efektif melalui otoritas
eksekutif guna mengeliminasi beban prosedural bagi korban, yang didukung oleh
skema dana talangan negara (state-funded restitution) sebagai ultimum remedium

apabila pelaku terbukti secara finansial tidak mampu (insolvent).”

% Barda Nawawi Arief, Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 114.

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.
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Oleh karena itu, integrasi restitusi dengan layanan rehabilitasi terpadu
bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional untuk
memutus mata rantai kerentanan sistemik dan mewujudkan keadilan bermartabat
bagi korban di daerah tersebut.

Rekonstruksi prinsip Berbasis Pemulihan Korban (Restorative-Victim
Centered) dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang mengharuskan
sebuah pergeseran radikal dari keadilan retributif menuju paradigma regulatif yang
menempatkan korban sebagai subjek hukum utama (primary legal subject) dalam
sistem peradilan pidana.’®

Dalam perspektif magasid al-syari‘ah, paradigma ini merupakan
perwujudan nyata dari perlindungan terhadap elemen al-daririyyat al-khams, di
mana pemulihan hak-hak korban dipandang sebagai upaya menjaga kemuliaan
manusia (karamah al-insaniyyah) dan mewujudkan kemaslahatan publik yang
berkeadilan.”’

2. Restitusi sebagai Pidana Pokok Tambahan yang Mandatori

Secara normatif-yuridis, restitusi telah dikonstruksikan sebagai hak
konstitusional korban yang bersifat imperatif untuk diakomodasi dalam diktum
putusan pengadilan. Namun, dalam tataran empiris, terdapat diskrepansi signifikan
yang menghambat efektivitas pemenuhan hak tersebut akibat lemahnya sinergitas
dalam criminal justice system. Kendala ini termanifestasi dalam tiga aspek penting:

pertama, minimnya progresivitas Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan

% Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 156.

97 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 189.
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restitusi secara maksimal; kedua, rendahnya sensitivitas hakim dalam
mempertimbangkan nilai kompensasi yang proporsional terhadap penderitaan
korban; serta ketiga, ketiadaan mekanisme eksekusi yang self-executing, sehingga
putusan restitusi sering kali hanya bersifat ilusif dan kehilangan daya paksa
eksekutorialnya.

Restitusi tidak lagi boleh direduksi posisinya sebagai hak perdata yang
sekadar "dititipkan" dalam proses peradilan pidana (adhesion procedure), maupun
sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan bergantung pada diskresi
hakim.”® Sebaliknya, restitusi harus direkonstruksi secara fundamental sebagai
komponen pemidanaan pokok yang bersifat mandatori (mandatory sentencing
component) dalam setiap amar putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO).”

Maksud penjelasan diatas dapat diuraikan Hakim wajib menjatuhkan
restitusi dalam setiap perkara TPPO yang terbukti, besaran restitusi harus dihitung
berdasarkan kerugian riil dan immateriil korban, dan ketidakmampuan pelaku tidak
menghapus kewajiban restitusi, melainkan memicu mekanisme pengganti (subsidi
negara atau penyitaan aset).

Selanjutnya rasionalitas yuridis restitusi sebagai mandatori dapat pula
dijelaskan melalui prinsip-prinsip berikut:

a. Prinsip Keadilan Korektif (Corrective Justice)

%8 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum
Pidana Baru, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 178.

% Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 152.
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Dalam kerangka hukum pidana kontemporer, penerapan restitusi
merupakan manifestasi fundamental dari doktrin keadilan korektif (corrective
Jjustice), yang secara filosofis bertujuan untuk merestorasi keseimbangan hukum
yang terdistorsi akibat tindak pidana.!?® Dalam konteks spesifik tindak pidana
perdagangan orang, dimensi kerugian yang dialami korban bersifat akumulatif dan
sistemik, mencakup kerugian ekonomi akibat eksploitasi tenaga kerja dan upah
yang terabaikan, cedera fisik dan trauma psikologis yang mendalam, hingga
degradasi terhadap kehormatan serta martabat kemanusiaan.'?!

Apabila instrumen restitusi ini diabaikan dalam vonis pengadilan, maka
sistem peradilan pidana cenderung terjebak dalam paradigma retributif yang
semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku (offender-oriented).
Sebaliknya, pengintegrasian restitusi menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan
keadilan yang bersifat restoratif, di mana negara tidak hanya menghukum
pelanggar hukum tetapi juga secara aktif memulihkan hak-hak dasar dan posisi
sosial korban pada keadaan semula (restitutio in integrum).'??

b. Prinsip Victim-Oriented Justice

Dalam kerangka ini, restitusi tidak lagi dipandang sebagai sanksi

tambahan semata, melainkan instrumen yuridis konkret yang berfungsi sebagai

katalisator reintegrasi dan pemulihan holistik atas kerugian yang diderita korban.

100 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hIm. 89.

101 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia:
Kebijakan, Modus, dan Perlindungan Korban, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013),
hlm. 78.

102 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 158.
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Secara substantif, efektivitas restitusi menjadi determinan penting dalam
menjamin keberlanjutan rehabilitasi sosial, sekaligus berperan sebagai
mekanisme preventif guna memutus rantai reviktimisasi yang sering kali dipicu
oleh kemiskinan struktural pasca-kejadian.!%3

Konstruksi filosofis restitusi dalam sistem hukum Islam menemukan
fundamennya pada trilogi konsep yang saling terintegrasi, yakni daman, ta ‘wid, dan
jabr al-darar.'®* Secara doktrinal, daman menetapkan basis pertanggungjawaban
mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, sementara fa ‘wid berfungsi sebagai
instrumen kompensasi materiil yang proporsional untuk memulihkan hak-hak
korban yang tercederai.'%’

Perwujudan dari kedua konsep tersebut bermuara pada prinsip jabr al-
darar, sebuah kaidah pemulihan holistik yang bertujuan meniadakan segala bentuk
kemudaratan (izalah al-darar) serta mengembalikan korban pada keadaan semula
(restitutio in integrum). Integrasi ketiga konsep ini menegaskan bahwa dalam
hukum Islam, keadilan tidak hanya dicapai melalui penghukuman pelaku, tetapi
wajib mencakup restorasi hakiki terhadap martabat dan kesejahteraan korban.

Prinsip yang relevan terhadap Restitusi dalam sistem hukum Islam adalah:
a. Kaidah Fighiyyah

Secara syar’i, perolehan materiil yang didapatkan pelaku dari hasil

eksploitasi dikategorikan sebagai harta yang tidak sah (al-mal al-muharram),

103 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Y ogyakarta:
Genta Publishing, 2009), hlm. 114.

104 Op.cit. him. 152

105 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan
Zaman, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 162.
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sehingga melahirkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban restitusi yang bersifat
mutlak.!% Pelaku memiliki beban hukum untuk mengembalikan seluruh
keuntungan ekonomi tersebut kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak (radd
al-mazalim).

Signifikansi dari kewajiban ini terletak pada sifatnya yang independen
dan akumulatif; artinya, pertanggungjawaban perdata berupa pengembalian aset
tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dianggap gugur atau terhapus meskipun
pelaku telah menjalani sanksi pidana badan ( ‘ugibah badaniyyah).

b. Perlindungan Magqashid al-Syari’ah

Secara substantif, restitusi berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap
tiga pilar kemaslahatan utama: hifz al-nafs (perlindungan jiwa) melalui pemulihan
trauma fisik dan psikis; hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan) melalui
dekonstruksi stigma sosial dan pengembalian martabat kemanusiaan; serta hifz al-
mal (perlindungan harta) sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan hilangnya
peluang ekonomi korban.!%’

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, transformasi restitusi dari sekadar
norma opsional menjadi kewajiban negara yang bersifat mandatori
merepresentasikan ijtthad hukum yang relevan dalam konteks negara modern, di

mana otoritas penguasa (ulul amri) wajib mengedepankan kebijakan yang

196 hid. hlm. 182
107 Ahmad Kamil, Filsafat Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana: Reorientasi
terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 210.
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berorientasi pada kemaslahatan publik (al-maslahah al-‘ammah) dan pemulihan
hak-hak dasar warga negara.'%

Penjelasan kenapa harus mandatori adalah bahwa urgensi transformasi
restitusi menjadi kewajiban mandatori berakar pada hakikat Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) sebagai crime of profit yang berbasis pada eksploitasi
ekonomi sistemik. Tanpa skema pengembalian aset hasil kejahatan yang bersifat
imperatif, struktur keuntungan ilegal pelaku tetap terjaga, sehingga hukum gagal
mendegradasi insentif finansial yang menjadi motor utama kejahatan ini (economic
deterrence).

Secara viktimologis, pidana penjara bagi pelaku terbukti tidak berkolerasi
linear dengan pemulihan kondisi korban; oleh karena itu, restitusi hadir sebagai
instrumen keadilan substantif yang memberikan dampak kesejahteraan langsung
(direct welfare impact) bagi penyintas. Dalam konteks hukum Islam, hal ini selaras
dengan doktrin mas "uliyyah al-dawlah (tanggung jawab negara), di mana otoritas
publik berkewajiban menjamin bahwa hak-hak privat korban tidak terabaikan
dalam proses peradilan.!?”

Rekonstruksi regulasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) berusaha memberikan kepastian adanya pembenahan pada tiga aras
fundamental guna menjamin efektivitas perlindungan korban. Pertama, pada aspek

reformasi norma, diperlukan reorientasi kedudukan restitusi dari sekadar hak yang

bersifat fakultatif menjadi komponen imperatif dalam amar putusan, di mana hakim

108 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 72.
109 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 189.
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memikul kewajiban yuridis untuk menghitung dan menetapkan nilai kompensasi
secara eksplisit berdasarkan kerugian nyata korban.

Kedua, pada level mekanisme eksekusi, penguatan instrumen hukum harus
diarahkan pada tindakan proaktif melalui penyitaan aset pelaku serta optimalisasi
skema asset recovery yang terukur. Negara harus hadir melalui mekanisme
subrogasi atau penyediaan dana talangan (state-funded restitution) yang kemudian
ditagihkan kembali kepada terpidana sebagai utang publik.

Ketiga, urgensi integrasi kelembagaan menuntut penguatan peran
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses verifikasi kerugian
yang tersinergi secara organik dengan otoritas kejaksaan selaku eksekutor.
Sinergitas inter-lembaga ini bukan hanya bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban tidak bersifat
ilusif, melainkan hadir secara konkret dalam bentuk pemulihan hak yang
substansial.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat ditarik rumusan bahwa
restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang harus direkonstruksi
sebagai pidana pokok tambahan yang bersifat mandatori, yang secara otomatis
melekat dalam setiap putusan pemidanaan, sebagai perwujudan keadilan korektif,
perlindungan maqashid al-syari’ah, serta tanggung jawab negara dalam menjamin
pemulihan hak-hak korban.

3. Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)
Dalam konstruksi hukum nasional, tanggung jawab negara terhadap

korban TPPO dapat diklasifikasikan dalam empat dimensi, pertama dimensi
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preventif, yakni kewajiban negara mencegah terjadinya TPPO melalui kebijakan,
pengawasan, dan sistem perlindungan sosial, kedua dimensi represif, yakni
penegakan hukum terhadap pelaku secara efektif dan proporsional, ketiga dimensi
rehabilitatif, yakni pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial, dan
keempat dimensi restitutif, yakni jaminan pemenuhan hak korban atas ganti
kerugian secara nyata.

Permasalahan yang ditemukan dalam praktik menunjukkan bahwa dimensi
restitutif sering kali tidak berjalan efektif. Putusan pengadilan yang memuat
perintah pembayaran restitusi kerap tidak dapat dieksekusi karena pelaku tidak
memiliki kemampuan finansial atau tidak terlacak asetnya. Dalam situasi demikian,
negara tidak dapat melepaskan diri dengan alasan bahwa restitusi merupakan
kewajiban pribadi pelaku. Negara tetap memikul tanggung jawab untuk menjamin
bahwa hak korban tidak menjadi ilusi normatif.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara terhadap korban
perdagangan orang ditegaskan melalui Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons sebagai bagian dari Convention against Transnational
Organized Crime.''° Prinsip yang berkembang dalam hukum internasional adalah
prinsip due diligence, yaitu kewajiban negara untuk mencegah, menyelidiki,
menghukum, dan memberikan pemulihan efektif kepada korban.

Apabila negara gagal melakukan langkah-langkah tersebut secara

memadai, maka negara dapat dianggap lalai (failure to protect). Dalam konteks ini,

110 Sigit Riyanto, Hukum Internasional dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka
Utama, 2014), him. 201.
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restitusi bukan hanya kewajiban privat antara pelaku dan korban, melainkan bagian
dari kewajiban publik negara dalam menjamin keadilan. Dengan demikian, model
restitusi yang ideal harus selaras dengan standar internasional yang menempatkan
korban sebagai subjek hak (rights holder), bukan sekadar objek perlindungan.

Selanjutnya dalam perspektif Hukum Islam, tanggung jawab negara
memiliki legitimasi teologis dan filosofis yang kuat. Negara (ulil amri) memiliki
kewajiban menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) sebagaimana
dikembangkan dalam teori siyasah syar iyyah.

Dalam figh jinayah dikenal konsep dhaman (tanggung ganti rugi), yang
menegaskan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum
wajib diganti. Dalam kondisi tertentu ketika pelaku tidak mampu membayar,
tanggung jawab dapat beralih kepada ‘agilah atau bahkan kepada baitul mal.

Dengan demikian, jika dalam konteks modern pelaku TPPO tidak mampu
membayar restitusi, negara dapat diposisikan sebagai representasi institusional dari
baitul mal, yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menalangi
pembayaran demi terwujudnya keadilan substantif.'!!

Berdasarkan sintesis hukum nasional, internasional, dan Hukum Islam,
prinsip tanggung jawab negara dalam model restitusi ideal dapat direkonstruksi

dalam beberapa formulasi berikut:

U H A, Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 189.
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. Negara sebagai Penjamin Eksekusi Restitusi: Negara wajib memastikan bahwa
setiap putusan restitusi memiliki mekanisme eksekusi yang efektif, termasuk
pelacakan dan penyitaan aset pelaku.

. Negara sebagai Pembayar Subsider (Subsidiary Payer): Apabila pelaku tidak
mampu membayar, negara wajib terlebih dahulu memenuhi hak korban melalui
mekanisme dana talangan (state advance compensation), kemudian melakukan
regres terhadap pelaku.'!?

. Negara sebagai Pengelola Dana Restitusi: Diperlukan pembentukan dana khusus
restitusi korban TPPO yang terintegrasi secara kelembagaan dan memiliki
mekanisme transparan serta akuntabel.

. Negara sebagai Pelindung Martabat Korban: Restitusi tidak hanya dimaknai
sebagai kompensasi finansial, tetapi sebagai instrumen pemulihan martabat
korban. Dalam perspektif Islam, pemulihan martabat (i‘adah al-karamah)
merupakan bagian integral dari keadilan.'!3

Secara konstitusional-yuridis, tanggung jawab ini berakar pada kewajiban

negara (state obligation) untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia

sebagaimana diamanatkan oleh instrumen hukum nasional maupun konvensi

internasional. Dimensi ini diperkuat oleh landasan filosofis-teologis melalui

paradigma magqgasid al-syari‘ah, yang memandang perlindungan terhadap korban

112 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,

2018), hlm. 152.

13 Ibid. hlm. 115
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sebagai bentuk nyata dari pemeliharaan kemaslahatan (maslahah) dan martabat
manusia.''4

Model restitusi yang ideal dalam perspektif Hukum Islam harus
menempatkan negara sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab atas
terwujudnya keadilan substantif bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

4. Rekonstruksi Norma Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) secara normatif telah mengakui adanya hak
korban untuk memperoleh ganti kerugian. Namun demikian, konstruksi norma
tersebut masih menyisakan berbagai problematika baik pada tataran konseptual
maupun implementatif.

Pertama, restitusi masih diposisikan sebagai instrumen tambahan dalam
sistem pemidanaan, bukan sebagai hak fundamental korban yang wajib dipenuhi.
Orientasi norma lebih menekankan penghukuman pelaku (offender-oriented)
daripada pemulihan korban (victim-oriented). Akibatnya, pemenuhan restitusi
sangat bergantung pada tuntutan jaksa dan pembuktian di persidangan, bukan
sebagai kewajiban otomatis yang melekat pada setiap perkara TPPO.!1

Kedua, norma restitusi belum memberikan jaminan efektif ketika pelaku

tidak mampu membayar atau tidak ditemukan asetnya.!'® Dalam praktik, kondisi

14 M. Amin Abdullah, 4ntologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta:
Sunan Kalijaga Press, 2004), hlm. 189.

15 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia:
Kebijakan, Hukum, dan Penegakannya, (Jakarta: Pustaka Utama, 2015), him. 124.

116 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 172.
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ini menyebabkan hak korban menjadi ilusi normatif. Negara belum mengambil

peran sebagai penjamin utama pemulihan kerugian korban.

Ketiga, pengaturan mengenai jenis dan cakupan kerugian masih terbatas.
Restitusi belum secara komprehensif mencakup kerugian immateriil, trauma
psikologis, kehilangan masa depan, serta dampak sosial yang dialami korban.
Padahal, TPPO merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional terhadap
korban.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang tidak hanya bersifat
teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan paradigmatik sistem
hukum. Reformulasi norma restitusi harus dibangun di atas tiga landasan utama:

a. Keadilan Substantif: Keadilan dalam konteks TPPO tidak cukup dimaknai
sebagai penghukuman terhadap pelaku. Keadilan harus dipahami sebagai
pemulihan hak korban secara menyeluruh, termasuk pemulihan martabat,
kondisi psikologis, serta keberlanjutan kehidupan sosial-ekonominya.'!”

b. Pendekatan Victim-Oriented Justice: Model rekonstruksi norma harus
menggeser paradigma hukum pidana dari offender-centered justice menuju
victim-centered justice. Dalam paradigma ini, korban tidak lagi menjadi pihak
pasif, tetapi menjadi subjek utama yang hak-haknya dijamin oleh negara.!'®

c. Perspektif Magasid al-Syari’ah:Dalam perspektif Hukum Islam, TPPO
merupakan pelanggaran serius terhadap Hifz al-nafs (perlindungan jiwa), Hifz

al- ‘ird (perlindungan kehormatan), dan Hifz al-mal (perlindungan harta).

7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum
Pidana Nasional, (Kencana: Jakarta, 2014), him. 176.

118 Satjipto Rahardjo, Membajak Kapal Hukum: Membaca Pemikiran Hukum Progresif,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), him. 142.
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Arah Reformulasi Norma Restitusi dalam UU TPPO:
a. Penegasan Restitusi sebagai Hak Absolut Korban

Norma baru perlu secara eksplisit menegaskan bahwa restitusi
merupakan hak korban yang bersifat wajib dan tidak bergantung pada
kemampuan pelaku. Penguatan ini harus diharmonisasikan dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang
telah mengakui hak korban atas restitusi dan kompensasi. Rumusan norma dapat
diarahkan pada setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak
memperoleh restitusi secara penuh dan komprehensif sebagai hak yang dijamin
oleh negara.

b. Negara sebagai Penjamin Restitusi (State Responsibility Model)

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, negara bertanggung jawab atas
perlindungan warga negara dari kezaliman. Oleh karena itu, reformulasi norma
harus mencakup skema dana talangan negara apabila pelaku tidak mampu
membayar, mekanisme regres negara terhadap pelaku, dan pembentukan Dana
Restitusi Nasional. Model ini analogi dengan konsep baitul mal dalam tradisi
pemerintahan Islam, di mana negara berkewajiban menjamin kemaslahatan
masyarakat.

c. Standarisasi dan Perluasan Cakupan Kerugian

Rekonstruksi norma harus memperluas definisi kerugian meliputi

kerugian materiil, kerugian immateriil, biaya rehabilitasi medis dan psikologis,

biaya reintegrasi sosial, dan kehilangan potensi ekonomi masa depan.
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Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif dan restoratif dalam
hukum Islam.
d. Integrasi Putusan Restitusi dalam Amar Pidana
Reformulasi norma harus menegaskan bahwa restitusi wajib diputus
dalam amar putusan pidana, tidak memerlukan gugatan perdata terpisah, dan
ditetapkan berdasarkan asesmen profesional. Hal ini bertujuan menghindari
reviktimisasi dan mempercepat pemulihan korban.
e. Perluasan Subjek Tanggung Jawab
Norma juga harus diperluas agar mencakup korporasi, agen atau
perekrut ilegal, pthak yang menikmati hasil kejahatan. Konsep tanggung jawab
kolektif ini sejalan dengan prinsip fa’awun ‘ala al-itsm (kerja sama dalam
kejahatan menimbulkan tanggung jawab bersama).!!”
Rekonstruksi norma dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang harus diarahkan pada penguatan kedudukan restitusi
sebagai hak subjektif korban yang bersifat imperatif, di mana pemenuhannya wajib
dijamin oleh negara melalui mekanisme mandat judisial dan intervensi fiskal.'?°
Dalam kerangka ini, hakim memikul kewajiban otoritatif untuk
mencantumkan penetapan restitusi dalam setiap putusan perkara TPPO tanpa
pengecualian. Guna mengatasi kebuntuan eksekusi akibat ketidakmampuan
finansial pelaku, negara wajib memposisikan diri sebagai penjamin pertama (first

payer) yang mendahului pembayaran restitusi kepada korban, yang kemudian

119 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 122.

120 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 128.
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diikuti dengan pelaksanaan hak regres (right of redress) terhadap pelaku sebagai
bentuk pertanggungjawaban perdata kepada negara.'?!

Cakupan restitusi ini pun harus didefinisikan secara menyeluruh, meliputi
kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil, guna memastikan pemulihan
martabat korban tercapai secara komprehensif dan substantif. Sehingga
rekonstruksi norma tidak hanya memperbaiki kelemahan teknis regulasi, tetapi juga
membangun sistem perlindungan korban yang berlandaskan nilai keadilan
transendental.

Reformulasi norma restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU TPPO) melalui lensa hukum Islam merupakan upaya
rekonstruksi hukum yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai transendental ke
dalam kebijakan kriminal modern.'?

Upaya ini pada hakikatnya adalah pelaksanaan prinsip a/- ‘adl (keadilan)
yang bersifat substansial, di mana pemulihan korban diletakkan sebagai prioritas
melalui instrumentalisasi konsep daman (tanggung jawab material) dan fa ‘wid
(ganti rugi) atas kerugian yang diderita.!?* Secara aksiologis, restrukturisasi norma
ini merupakan realisasi dari maqgasid al-syari‘ah, khususnya dalam memitigasi
kemudaratan dan memproteksi martabat kemanusiaan (hifz al-karamah).

Dalam dimensi ketatanegaraan, transformasi ini sekaligus menjadi

manifestasi dari tanggung jawab negara (mas 'iilliyyah al-dawlah) dalam kerangka

12l Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.

122 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 83.

123 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 121.
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siyasah syar ‘iyyah, yang menuntut peran aktif otoritas publik untuk menjamin
tegaknya keadilan bagi kelompok rentan melalui kepastian pemenuhan hak-hak
korban. !4

Reformulasi norma dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan
Orang merupakan langkah strategis yang mengindikasikan adanya pergeseran
fundamental dalam arsitektur hukum pidana nasional, yakni transisi dari paradigma
retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku menuju paradigma restoratif
yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban secara efektif.

Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan harmonisasi
antara instrumen hukum positif dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang
menjunjung tinggi keadilan substantif, tetapi juga untuk mengonstruksi model
regulasi restitusi yang ideal, komprehensif, dan berkeadilan.

D. MODEL INTEGRATIF: SINTESIS HUKUM NASIONAL DAN
HUKUM ISLAM

1.  Integrasi Konsep Dhaman dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

a. Konsep Dhaman dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konstruksi daman (liabilitas) dalam ranah figh
Jjinayah dan figh mu ‘amalah merupakan manifestasi yuridis dari kewajiban absolut
untuk memulihkan kerugian (restitutio in integrum) atas setiap tindakan yang
menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain.'?* Secara aksiologis, prinsip ini berakar

pada kaidah fundamental al-darar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), yang

124 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
hlm. 154.

125 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 89.
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menuntut adanya kompensasi riil atas setiap bentuk pelanggaran hukum yang
bersifat al-ta ‘addr (perbuatan melampaui batas) maupun al-tafrit (kelalaian dalam
kewajiban).!26

Legitimasi daman tidak sekadar bersifat teknis-prosedural, melainkan
merupakan instrumen strategis dalam menjaga esensi maqgasid al-syari‘ah secara
menyeluruh khususnya dalam memproteksi eksistensi jiwa (%ifz al-nafs), martabat
kemanusiaan (hifz al-‘ird), serta kedaulatan kepemilikan harta (hifz al-mal) dari
segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.'?’

Secara operasional, daman tidak hanya mencakup restitusi atas kerugian
finansial seperti hilangnya potensi penghasilan (lucrum cessans) dan biaya
rehabilitasi medis tetapi juga menjangkau dimensi kerugian non-materiil yang
mencakup penderitaan psikologis, trauma mendalam, serta degradasi kehormatan
(hifz al-‘ird).\?®
b. Restitusi dalam Sistem Hukum Nasional

Hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dalam tatanan hukum positif di Indonesia telah mendapatkan rekognisi yuridis yang
kuat melalui konvergensi beberapa instrumen legislasi utama.!?® Landasan
fundamental pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara spesifik

126 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 89.

127 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta Press,
2011), hlm. 189.

128 Ibid. hIm. 156

129" Abdul Haris Semendawai, dkk., Memahami Hak Restitusi Bagi Korban Tindak
Pidana, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], 2014), hlm. 76.
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mengintroduksi mekanisme ganti kerugian sebagai bagian integral dari penegakan
hukum materiil.

Norma tersebut kemudian diperkuat dan diperluas cakupannya melalui
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Integrasi kedua
undang-undang ini menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif, di mana
restitusi tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban perdata pelaku, melainkan
sebagai hak konstitusional korban yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara
melalui prosedur peradilan pidana.

Secara sistemik, restitusi menempati posisi strategis sebagai instrumen
konvergensi antara mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system)
yang bersifat punitif-rehabilitatif dengan paradigma keadilan yang berorientasi
pada korban (victim-oriented justice).'3° Dalam kerangka ini, restitusi tidak lagi
dipandang sebagai implikasi sekunder dari pemidanaan, melainkan sebagai
manifestasi konkret dari perlindungan korban berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelembagaan restitusi menggeser fokus peradilan dari sekadar
penghukuman pelaku (offender-oriented) menuju pemulihan martabat dan hak-hak
dasar korban yang terenggut.'3! Dengan demikian, efektivitas restitusi menjadi
parameter krusial dalam mengukur sejauh mana sistem hukum mampu

menghadirkan keadilan substansial bagi subjek hukum yang terdampak.

130 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.
B1bid. hlm. 154
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Kendatipun kerangka normatif telah mengamanatkan perlindungan bagi

korban, namun pada tataran implementasi, penegakan hukum terhadap restitusi

masih dihadapkan pada ambivalensi praktis yang kompleks. Persoalan muncul

ketika hak restitusi belum diposisikan sebagai prioritas dalam tuntutan pidana oleh

penuntut umum, sehingga kerap terabaikan dalam diskursus pemidanaan.

Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan absolut pada kapasitas

finansial terpidana, yang dalam banyak kasus berujung pada impunitas finansial

akibat lemahnya mekanisme eksekusi yang bersifat memaksa (coercive power).

Terdapat kekosongan peran negara (state omission) yang signifikan dalam

memitigasi kebuntuan pembayaran restitusi ketika pelaku dinyatakan tidak mampu,

yang menunjukkan belum optimalnya skema kompensasi negara sebagai jaring

pengaman terakhir bagi keadilan korban.

c. Titik Temu Konseptual: Dhaman dan Restitusi

Integrasi dilakukan melalui sintesis prinsipil berikut:

Konsep Dhaman

Sistem Peradilan Nasional

Titik Integrasi

Tanggung jawab mutlak

atas kerugian

Restitusi sebagai hak korban

Restitusi wajib dan tidak

bergantung pada permohonan

Pemulihan menyeluruh

(materiil-immateriil)

Ganti rugi terbatas pada

kerugian nyata

Perluasan cakupan restitusi

. . . Restitusi sebagai kewajiban
Kewajiban moral dan sosial |Putusan pengadilan formal
hukum dan etis
Peran negara dalam Negara  sebagai  penjamin
Negara hanya fasilitator
keadilan pembayaran

Tabel 5.2




371

Melalui pendekatan ini, dhaman memperkaya restitusi dengan basis
teologis dan moral, sedangkan hukum nasional memberi legitimasi formal dan
mekanisme yuridis.

Dalam konteks penelitian disertasi tentang penanganan korban TPPO,
model integratif dapat dirumuskan dalam beberapa aspek:

a. Restitusi sebagai Kewajiban Otomatis (automatic liability)

Dalam konteks pembaruan hukum penanganan korban tindak pidana
perdagangan orang, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengarah pada
model integratif melalui penguatan aspek pertanggungjawaban otomatis
(automatic liability). Paradigma ini menempatkan penetapan restitusi sebagai
kewajiban ekofisio hakim (ex officio) yang bersifat imperatif, tanpa harus
bergantung pada inisiatif atau permohonan formal dari pihak korban.!3

Secara doktrinal, model ini menemukan legitimasi kuat dalam prinsip
dhaman pada diskursus hukum Islam, yang menegaskan bahwa setiap kerugian
(darar) yang menimpa subjek hukum secara melawan hukum wajib
mendapatkan kompensasi yang setara. Sinkronisasi antara kewajiban peradilan
dan prinsip dhaman ini bertujuan untuk mengeliminasi hambatan prosedural,
sehingga keadilan restoratif dapat terwujud secara substantif dan aplikatif'3?

b. Negara sebagai Penjamin (state guaranteed compensation)
Dalam kerangka ini, negara memegang tanggung jawab substitutif

untuk menanggulangi kegagalan finansial pelaku dalam memenuhi restitusi

132 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2006), him. 189.

133 Ahmad Kamil, Filsafat Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana: Reorientasi
terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 210.
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melalui mekanisme dana talangan khusus (special fund), yang kemudian diikuti
dengan pelaksanaan hak regres terhadap pelaku tindak pidana.'** Secara
filosofis, kebijakan ini berakar kuat pada doktrin siyasah syar ‘iyyah, di mana
otoritas negara (al-imam) memikul kewajiban fundamental dalam mengelola
kemaslahatan publik (a/-maslahah al-‘aGmmah) dan menjamin proteksi terhadap
kelompok rentan. '3
Transformasi peran negara dari sekadar fasilitator menjadi penjamin
(guarantor) ini merupakan manifestasi nyata dari upaya meminimalisir
kemudaratan sistemik yang diderita korban, sekaligus memastikan bahwa hak
atas pemulihan tidak bersifat ilusif akibat ketidakmampuan ekonomi
terpidana.'3°
c. Perluasan Jenis Kerugian
Perumusan model integratif dalam penanganan korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) menuntut adanya redefinisi dan perluasan cakupan
jenis kerugian yang dapat dipulihkan melalui instrumen restitusi. Konstruksi
restitusi tidak boleh terjebak dalam batasan ganti rugi materiil semata, melainkan
harus  bertransformasi menjadi skema reparasi menyeluruh yang
mengintegrasikan pemulihan kerugian ekonomi dengan jaminan ketersediaan

biaya rehabilitasi medis serta psikologis yang berkelanjutan.'3’

134 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 182.

135 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta Press,
2011), him. 189.

136 H.A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. §9.

137 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 172.
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Model ini harus mampu menjangkau dimensi non-materiil melalui
pemulihan atas kerugian sosial dan kehormatan (hifz al-‘ird), yang
diaktualisasikan melalui mekanisme pemulihan sosial berbasis komunitas.
Integrasi aspek-aspek ini memastikan bahwa proses peradilan mampu
menyentuh akar trauma dan stigma, sehingga korban tidak hanya pulih secara
finansial, tetapi juga kembali memiliki kedaulatan sosial di tengah masyarakat.

2) Integrasi dalam Tahapan Proses Peradilan

Implementasi model integratif dalam penanganan korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menuntut adanya sinkronisasi fungsional
yang berkesinambungan di setiap tahapan sistem peradilan pidana (criminal
Justice system). Strategi ini dimulai pada tahap penyidikan melalui identifikasi
dan inventarisasi kerugian korban secara dini sebagai basis data restitusi yang
akurat.

Pada tahap penuntutan, integritas proses hukum diperkuat dengan
kewajiban imperatif bagi penuntut umum untuk menyertakan tuntutan restitusi
dalam surat tuntutannya, yang kemudian disubstansiasi pada tahap putusan
melalui otoritas hakim dalam menetapkan besaran serta mekanisme pembayaran
yang berkeadilan.

Keberhasilan model ini bermuara pada tahap eksekusi, di mana
pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan secara efektif dan rigid untuk
menjamin bahwa hak-hak pemulihan korban tidak sekadar menjadi norma di atas
kertas (paper law), melainkan terwujud dalam realitas empiris sebagai bentuk

perlindungan hukum yang substantif.
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Implikasi Teoretis dan Normatif Integrasi doktrin dhaman ke dalam sistem
peradilan pidana Indonesia menginisiasi transformasi fundamental dalam struktur
pemidanaan, yang secara aksiologis menggeser paradigma dari offender-oriented
Jjustice menuju victim-centered justice.'3®

Dalam konstruksi ini, restitusi tidak lagi diposisikan sebagai sanksi
tambahan yang bersifat fakultatif, melainkan sebagai elemen esensial dan integral
dari penjatuhan pidana demi pemulihan hak-hak korban secara utuh.'* Secara
filosofis, integrasi ini memperkuat legitimasi moral hukum nasional melalui
internalisasi nilai-nilai magqasid al-syari‘ah, sekaligus merepresentasikan
harmonisasi organik antara hukum Islam dan hukum nasional.

Penanganan korban TPPO menyingkap adanya kompleksitas penderitaan
yang bersifat multidimensional dan akumulatif. Korban tidak hanya terpuruk dalam
kerugian ekonomi deterministik akibat eksploitasi yang merampas kedaulatan
finansial mereka, tetapi juga terjebak dalam distorsi psikologis berupa trauma
mendalam yang menginterupsi fungsi kognitif dan emosional.

Keadaan ini diperparah oleh stigma sosiokultural dalam struktur
masyarakat lokal, yang sering kali menempatkan korban dalam posisi rendah dan
menghambat proses reintegrasi sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa dampak
viktimisasi TPPO di wilayah tersebut merupakan sebuah "lingkaran penderitaan"

yang memerlukan intervensi kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat punitif

terhadap pelaku, tetapi juga restoratif terhadap martabat korban.

138 Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam: Pengantar Filsafat Hukum Islam
Kontemporer, (Yogyakarta: Persada, 2017), hlm. 204.

139 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.
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Konstruksi model integratif berbasis prinsip daman menegaskan
reorientasi fundamental dalam sistem peradilan pidana, di mana pemulihan hak-hak
korban tidak lagi dipandang sebagai implikasi sekunder, melainkan sebagai
kewajiban syar ‘i dan konstitusional yang bersifat absolut.'*’ Dalam paradigma ini,
negara dilarang mengambil posisi netral atau pasif terhadap penderitaan korban;
sebaliknya, negara harus hadir secara intervensif sebagai penjamin keadilan melalui
otoritas hukumnya.!4!

Integrasi konsep dhaman ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia
merupakan sebuah upaya sintesis normatif yang strategis untuk menjembatani
prinsip pertanggungjawaban dalam hukum Islam dengan mekanisme restitusi
dalam hukum nasional.'#?

Model ini memproyeksikan sebuah rekonstruksi regulasi restitusi yang
berbasis pada eksplanasi magdasid al-syari ‘ah, di mana perlindungan terhadap hak-
hak dasar manusia (al-dariuriyyat al-khams) menjadi titik pijak utama. Dengan
orientasi pada keadilan substantif, paradigma ini berhasil mereposisi korban dari
sekadar objek formalitas hukum menjadi pusat sistem peradilan (victim-centered
approach).

Integrasi ini mengukuhkan peran negara bukan sekadar sebagai penengah,

melainkan sebagai penjamin keadilan (guarantor of justice) yang bertanggung

190 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar
Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 89.

141 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Peradilan dan
Penegakan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2006), him. 124.

142 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 122.
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jawab penuh dalam memastikan pemulihan hak korban secara riil dan
komprehensif.
2.  Harmonisasi dengan Nilai Sosial Religius
Model penanganan bagi korban TPPO tidak dapat dilepaskan dari realitas
sosial-religius. Regulasi yang hanya bertumpu pada pendekatan legal-formal
berpotensi kurang efektif apabila tidak memiliki legitimasi kultural dan religius di
tengah masyarakat. Artinya, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam
dalam model integratif harus mempertimbangkan struktur nilai masyarakat yang
religius, komunal, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarga.
a. Restitusi dalam Perspektif Nilai Sosial-Religius
a. Restitusi sebagai Implementasi Konsep Dhaman
Dalam hukum Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian
terhadap pihak lain melahirkan kewajiban dhaman (pertanggungjawaban ganti
rugi).'® Konsep ini memiliki kesesuaian substansial dengan mekanisme restitusi
dalam hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 serta penguatan hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014.
Dalam masyarakat Indonesia yang religius, kewajiban mengganti
kerugian korban dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban hukum positif,
tetapi juga sebagai kewajiban moral-keagamaan. Dengan pendekatan ini,

restitusi tidak diposisikan sekadar sebagai instrumen administratif dalam sistem

143 Jaih Mubarok, Perkembangan Fikih Muamalah Kontemporer di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), hlm. 89.
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peradilan pidana, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab etis dan bentuk
taubat sosial pelaku.

Harmonisasi ini memperkuat legitimasi restitusi karena masyarakat
akan memandangnya selaras dengan prinsip keadilan Islam (al-‘adl) dan
pertanggungjawaban individu (mas ‘uliyyah fardiyyah).

b. Perlindungan Martabat dan Kehormatan Korban

Model integratif harus memastikan bahwa restitusi mencakup
pemulihan kerugian ekonomi, pemulihan psikologis, dan pemulihan sosial dan
rehabilitasi nama baik korban. Pendekatan ini sejalan dengan magasid al-
syari‘ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan
kehormatan (hifz al- ‘ird).

c. Prinsip Kemaslahatan dan Keadilan Substantif

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan hukum adalah mewujudkan
kemaslahatan (jalb al-maslahah wa dar’ al-mafsadah)."** Harmonisasi nilai
sosial-religius dengan regulasi restitusi menuntut agar prosedur pengajuan
restitusi tidak berbelit-belit, korban tidak dibebani pembuktian yang
memberatkan negara menjamin eksekusi pembayaran restitusi, dan mekanisme
dapat diintegrasikan dengan pendekatan restoratif tanpa menghilangkan
pertanggungjawaban pidana pelaku.

b. Strategi Implementatif Harmonisasi
Agar harmonisasi berjalan efektif, model integratif dapat memuat strategi

berikut:

144 Amir Syarifuddin, Ushul Figh: Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 231.
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Pelibatan Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan: Tokoh agama memiliki
otoritas moral tinggi di wilayah Indonesia. Keterlibatan mereka dalam edukasi
publik mengenai kewajiban restitusi dapat mengurangi stigma terhadap korban,
mendorong pelaku memenuhi kewajiban ganti rugi, dan memperkuat

penerimaan sosial terhadap putusan pengadilan.

Pendekatan Restoratif Berbasis Syariah: Musyawarah yang difasilitasi aparat
penegak hukum dan diawasi negara dapat menjadi instrumen pendukung,
selama tidak menghapus sanksi pidana. Restitusi dalam kerangka ini dipahami
sebagai pemulihan hak korban, bukan sebagai pengganti hukuman.

Reintegrasi Sosial Korban: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial berbasis
komunitas masjid atau lembaga sosial keagamaan dapat menjadi instrumen

efektif dalam mengembalikan posisi sosial korban di tengah masyarakat.

c. Formulasi Konseptual dalam Model Integratif

Dalam konstruksi disertasi, harmonisasi dengan nilai sosial-religius dapat

dirumuskan sebagai bagian integral dari Model Integratif melalui tiga dimensi:

1) Dimensi Normatif: Sinkronisasi konsep restitusi dalam hukum nasional dengan

prinsip dhaman dan maqasid al-syari ‘ah.

2) Dimensi Sosiologis: Penyesuaian regulasi dengan kultur religius dan struktur

sosial masyarakat.

3) Dimensi Filosofis: Penegasan bahwa perlindungan korban TPPO merupakan

manifestasi tanggung jawab negara dalam perspektif siyasah syar ‘iyyah.

Melalui proses sintesis integratif antara kerangka hukum nasional dan

nilai-nilai hukum Islam yang terkontekstualisasi dalam kearifan lokal (local
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wisdom) kultur Indonesia, model rekonstruksi regulasi restitusi ini
memproyeksikan transformasi fundamental dalam sistem perlindungan korban
TPPO.!* Rekonstruksi ini tidak hanya berorientasi pada penguatan proteksi hukum
secara teknis, namun juga melakukan ekspansi makna keadilan dari ranah
prosedural-formal menuju keadilan substantif yang lebih menyentuh akar
kemanusiaan.

Dalam dimensi etis, model ini menegaskan kembali tanggung jawab moral
pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban personal dan sosial, yang secara
teologis selaras dengan esensi magasid al-syari‘ah.

3. Model Keadilan Substantif

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur hak
restitusi bagi korban TPPO dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain
ketergantungan pada permohonan korban, lemahnya eksekusi putusan restitusi,
serta tidak adanya jaminan pembayaran apabila pelaku tidak mampu.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pergeseran paradigma dari keadilan
formal (formal justice) menuju keadilan substantif (substantive justice). Keadilan
substantif tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan menekankan
realisasi nilai keadilan yang hidup dan dirasakan secara konkret oleh korban. !4

Secara konstitusional, perlindungan terhadap korban merupakan

perwujudan dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi

145 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 142.
146 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2006), him. 72.
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147

manusia.'*’ Hak atas rasa aman, perlindungan dari eksploitasi, dan hak atas

pemulihan merupakan bagian dari tanggung jawab negara.!4?

Dalam perspektif keadilan substantif, restitusi harus dipahami sebagai hak
fundamental korban, instrumen pemulihan martabat, mekanisme korektif atas
ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dan tanggung jawab aktif
negara dalam menjamin pelaksanaannya. Keadilan substantif menuntut agar hakim
tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai penjaga
nilai keadilan sosial.'* Restitusi tidak boleh diperlakukan sebagai aksesori,
melainkan sebagai bagian integral dari putusan pidana.

Sintesis integratif dalam disertasi ini menemukan bahwa prinsip keadilan
substantif memiliki resonansi kuat dalam hukum Islam. Bahkan, secara normatif,
hukum Islam lebih progresif dalam menempatkan korban sebagai subjek yang harus
dipulihkan.

Landasan Keadilan Substantif dalam Perspektif Hukum Islam:

a. Magqasid al-Syari‘ah sebagai Dasar Perlindungan Korban
Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran serius
terhadap tujuan syariat maqgasid al-syari‘ah. Kerusakan terhadap tujuan syariat
tersebut menunjukkan bahwa TPPO bukan sekadar tindak pidana biasa,

melainkan kejahatan yang merusak struktur kemanusiaan. Oleh sebab itu,

pemulihan korban menjadi kewajiban moral dan hukum.

147 Jimly Asshiddiqgie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), him. 192.

148 Ibid.

149 Ahmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Mewujudkan
Keadilan Substantif, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2012), him. 145.
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b. Konsep Dhaman sebagai Basis Restitusi

Dalam fikih muamalah dan jinayah, setiap kerugian yang ditimbulkan
akibat perbuatan melawan hukum melahirkan kewajiban dhaman (tanggung
jawab ganti rugi)!*’. Prinsip ini menegaskan bahwa kerugian harus dipulihkan
secara penuh (al-jabr), pelaku bertanggung jawab secara personal dan otoritas
negara (wali al-amr) memiliki kewajiban intervensi jika hak korban tidak
terpenuhi. Konsep ini menunjukkan bahwa restitusi bukan hanya hak legal, tetapi

kewajiban syar’i yang memiliki dimensi akuntabilitas duniawi dan ukhrawi’”’,
Model keadilan substantif dalam disertasi ini dibangun melalui sintesis

antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam. Titik Temu Hukum Nasional

dan Hukum Islam dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Dimensi Hukum Nasional Hukum Islam Sintesis Substantif

o Restitusi sebagai
Hak restitusi dalam Dhaman &

Dasar normatif kewajiban hukum dan
uu magqasid
moral
Moral- Pemulihan martabat
Orientasi Legal formal
transendental korban

. Penjamin pembayaran
Peran negara Fasilitator Wali al-amr o
restitusi

Tabel 5.3
Sintesis ini menghasilkan konstruksi bahwa negara tidak cukup hanya

menyediakan mekanisme hukum, tetapi wajib memastikan realisasi hak korban

150 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan
Zaman, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 156.

151 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 121.
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secara efektif.'>? Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, negara memiliki tanggung
jawab menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kezaliman. Berdasarkan sintesis
tersebut, model keadilan substantif mengarah pada beberapa gagasan rekonstruksi
regulasi:
a. Restitusi sebagai Hak Otomatis
Restitusi sebagai hak otomatis (automatic liability) menuntut
pergeseran paradigma peran hakim dari sekadar corong undang-undang yang
pasif menjadi instrumen keadilan yang proaktif melalui kewenangan ex
officio.'>* Dalam kerangka ini, majelis hakim memikul kewajiban yuridis untuk
mempertimbangkan dan menetapkan restitusi dalam putusan pidana tanpa harus
bergantung pada permohonan formal dari pihak korban.
Pendekatan ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan aktif
(active protection) terhadap kelompok rentan, di mana negara hadir untuk
memitigasi hambatan prosedural dan struktural yang sering kali menghalangi
korban dalam mengakses hak-hak pemulihannya. Dengan demikian, restitusi
bukan lagi sekadar opsi keperdataan yang menempel pada pidana, melainkan
elemen imperatif dalam mewujudkan keadilan substantif yang memihak pada
martabat kemanusiaan.
b. Jaminan Pembayaran oleh Negara
Eksistensi jaminan pembayaran restitusi oleh negara merupakan

perwujudan dari doktrin state responsibility yang menempatkan pemulihan

152 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 48.
153 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2007), him. 82.
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korban sebagai kewajiban konstitusional dan moral yang imperatif.'>* Dalam
kondisi di mana pelaku (tortfeasor) tidak memiliki kapasitas finansial untuk
memenuhi kewajibannya, negara wajib hadir melalui penyediaan dana talangan
(victim compensation fund) guna mencegah terjadinya kegagalan keadilan
(miscarriage of justice).'>

Mekanisme ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban personal
pelaku, melainkan mengalihkannya melalui hak regres (right of recourse), di
mana negara mengambil alih piutang restitusi tersebut untuk ditagihkan kembali
kepada pelaku di kemudian hari.!>® Paradigma ini memastikan bahwa hak-hak
substansial korban tidak bersifat ilusif dan tetap terproteksi di bawah payung
hukum yang berkeadilan.

c. Perluasan Ruang Lingkup Kerugian

Redefinisi dan perluasan ruang lingkup kerugian merupakan prasyarat
fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif (substantive justice) bagi
korban TPPO.'S” Penilaian kerugian tidak boleh terjebak dalam simplifikasi
kalkulasi material-ekonomis semata, melainkan harus mengintegrasikan dimensi
kerugian psikologis yang mendalam serta kehilangan kesempatan masa depan
(lost of opportunity) sebagai akibat dari terputusnya akses pengembangan diri

korban.!38

134 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 192.

155 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), him. 156.

156 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.

157 Ibid. hlm. 158

158 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 156.
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Konstruksi hukum harus mampu menjangkau dampak non-fisik yang
bersifat laten, yakni stigmatisasi sosial dan trauma berkepanjangan yang secara
sosiologis melumpuhkan integritas kemanusiaan korban.!>° Perluasan ruang
lingkup ini berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan martabat korban
secara menyeluruh, selaras dengan tujuan hukum dalam melindungi eksistensi
manusia dari segala bentuk degradasi.

d. Integrasi dengan Keadilan Restoratif

Penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) meniscayakan adanya integrasi sistemik antara mekanisme restitusi
dengan paradigma keadilan restoratif (restorative justice).'®® Dalam kerangka
ini, restitusi tidak lagi dipandang sebagai manifestasi sanksi tambahan yang
bersifat punitif semata, melainkan sebagai instrumen pemulihan hakiki yang
bertujuan untuk merekonstruksi relasi sosial yang terdistorsi akibat kejahatan. 6!

Melalui pendekatan ini, fokus peradilan bergeser dari sekadar
penghukuman pelaku (retributive justice) menuju pada upaya reparasi holistik
dan pemulihan martabat korban.!®> Transformasi ini sangat krusial untuk
memastikan bahwa keadilan tidak hanya berhenti pada ketukan palu hakim,
tetapi berlanjut pada proses reintegrasi korban ke dalam tatanan masyarakat

secara bermartabat dan fungsional.'?

159 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2007), hlm. 89.
10 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 172.

16! Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar
Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 45.

162 Op.cit. him. 63

163 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta Press,
2011), hlm. 189.
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Dengan mengintegrasikan paradigma magasid al-syari‘ah dan prinsip
dhaman, kebijakan hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen koersif yang
asing, melainkan sebagai manifestasi dari nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat (/iving law).'%* Sinergi ini secara substansial mampu mengakselerasi
akseptabilitas publik terhadap putusan peradilan, sekaligus mengonstruksi
kesadaran moral pelaku melalui pendekatan pertanggungjawaban yang bersifat
transendental.

Berdasarkan uraian di atas, Model Keadilan Substantif dalam disertasi ini
dapat dirumuskan sebagai suatu model penegakan restitusi yang menempatkan
pemulihan hak, martabat, dan kesejahteraan korban sebagai tujuan utama hukum,
melalui integrasi norma hukum nasional dan prinsip magasid al-syari‘ah, dengan
negara sebagai penjamin efektivitas pelaksanaan restitusi.

4. Desain Model Restitusi Ideal (Grand Design)

Restitusi dalam sistem hukum nasional Indonesia secara normatif telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pelaksanaan
restitusi masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan prosedural, seperti
tidak optimalnya penghitungan kerugian, lemahnya mekanisme eksekusi, serta
ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa restitusi masih diposisikan sebagai

instrumen pelengkap (accessory sanction), bukan sebagai elemen utama dalam

164 Ibid. hlm. 89
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pemulihan korban. Padahal dalam paradigma victim-oriented justice, pemulihan
korban merupakan tujuan sentral sistem peradilan pidana modern.'6?

Dalam perspektif hukum Islam, penggantian kerugian bukan sekadar
instrumen tambahan, melainkan kewajiban moral dan hukum yang melekat pada
pelaku melalui konsep dhaman (tanggung jawab ganti rugi).'® Oleh karena itu,
diperlukan suatu grand design yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum
nasional dengan nilai-nilai hukum Islam guna melahirkan model restitusi yang
berkeadilan substantif.

Desain model restitusi ideal dibangun di atas sintesis antara prinsip hukum
nasional dan magqdasid al-syari‘ah. Dalam konteks TPPO, tindak pidana ini tidak
hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga merusak lima perlindungan
dasar syariat, khususnya Hifz al-nafs (perlindungan jiwa), karena korban sering
mengalami kekerasan fisik dan psikis, Hifz al- ‘ird (perlindungan kehormatan),
terutama dalam kasus eksploitasi seksual, dan Hifz al-mal (perlindungan harta),
akibat perampasan penghasilan dan eksploitasi ekonomi.

Dalam kerangka magasid, setiap pelanggaran terhadap kemaslahatan dasar
tersebut menimbulkan kewajiban pemulihan (i ‘adah al-haqq) kepada pihak yang

dirugikan.'®”

Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan sosial dalam sistem hukum
nasional sebagaimana termuat dalam konstitusi dan politik hukum perlindungan

HAM di Indonesia.

165 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.

166 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan
Zaman, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 156.

167 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014),
hlm. 93.
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Dengan demikian, restitusi bukan sekadar kompensasi ekonomi, tetapi
instrumen pemulihan martabat (restoration of dignity). Konsep dhaman dalam fikih
jindyah dan fikih mu‘amalah menegaskan bahwa setiap perbuatan yang
menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan penggantian kerugian
secara penuh, tanpa menggugurkan sanksi pidana (‘ugitbah).'®
Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting berupa hukuman pidana
tidak menghapus kewajiban ganti rugi, kewajiban mengganti kerugian bersifat
personal dan melekat pada pelaku, dan jika pelaku tidak mampu, tanggung jawab
dapat diperluas melalui mekanisme sosial atau negara demi menjamin keadilan.
Integrasi konsep ini ke dalam sistem hukum nasional mengarah pada reposisi
restitusi sebagai kewajiban imperatif yang otomatis diputuskan dalam setiap
perkara TPPO.
Grand design model restitusi ideal dalam perspektif integratif mencakup
lima komponen utama:
a. Rekonstruksi Substansi Hukum
Dalam konstruksi ini, hakim memiliki kewajiban hukum imperatif
untuk menetapkan amar restitusi secara ex officio dalam setiap putusan perkara,
tanpa harus bergantung pada inisiatif permohonan korban yang sering kali
terhambat oleh keterbatasan akses dan literasi hukum.!®® Perluasan cakupan
restitusi menjadi sangat penting, di mana kompensasi tidak hanya terbatas pada

kerugian materiel konvensional, namun mencakup dimensi kerugian psikologis

168 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 121.

169 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2007), him. 89.
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dan trauma, pemulihan reputasi sosial, serta kompensasi atas kehilangan
kesempatan ekonomi (loss of future earnings) dan biaya rehabilitasi holistik.!7°

Pendekatan ini secara substantif selaras dengan prinsip keadilan
distributif dan paradigma magqasid-oriented justice, yang memandang
perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (kifz al-karamah) dan pemulihan
hak dasar sebagai inti dari kemaslahatan hukum yang berkeadilan.

b. Reformasi Struktur Kelembagaan

Proses penanganan kerugian harus dilakukan secara komprehensif pada
fase pra-ajudikasi dengan melibatkan tenaga ahli lintas sektoral guna
menghasilkan nilai restitusi yang akurat dan proporsional.!”!

Guna memitigasi risiko kegagalan eksekusi akibat ketiadaan aset
pelaku, pembentukan instrumen penelusuran aset negara (state-led asset
recovery unit) menjadi prasyarat mutlak.'”” Langkah ini merupakan bentuk
perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin bahwa hak konstitusional
korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak terhambat oleh keterbatasan finansial
pelaku yang sengaja disembunyikan.

c. Reformasi Prosedural

Prosedur restitusi melalui model integrasi dalam sistem peradilan

pidana (integrated criminal justice process) merupakan langkah strategis untuk

memangkas dikotomi antara tuntutan pidana dan gugatan perdata yang selama

170 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.

17! Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 182.

172 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 156.
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ini bersifat fragmentaris.!”3

Penyatuan mekanisme ini bertujuan untuk
mengeliminasi beban administratif eksesif yang kerap menjadi penghambat bagi
korban dalam mengakses hak-haknya.

Secara viktimologis, simplifikasi prosedur ini berfungsi sebagai
instrumen preventif terhadap fenomena reviktimisasi yang dipicu oleh kerumitan
birokrasi peradilan. Lebih lanjut, efektivitas pemulihan hak korban diperkuat
melalui mekanisme eksekusi yang bersifat otomatis (self-executing) dan
simultan dengan eksekusi pidana pokok.'” Dalam kondisi ketidakpatuhan
pelaku (rnon-compliance), negara wajib mengaktivasi otoritas paksa melalui
penyitaan dan pelelangan aset secara akseleratif, guna menjamin bahwa putusan
restitusi tidak sekadar menjadi paper victory (kemenangan di atas kertas)
melainkan keadilan yang nyata secara material.!”

d. Mekanisme Dana Talangan Negara (State Guarantee System)

Sebagai bentuk manifestasi dari kaidah tasarruf al-imam ‘ald al-
ra‘iyyah manit bi al-maslahah, grand design ini mengusulkan pelembagaan
Dana Restitusi Nasional (National Restitution Fund) sebagai instrumen jaminan
sosial bagi korban eksploitasi. Struktur pendanaan model ini dirancang secara
integratif dengan menyinergikan alokasi APBN sebagai representasi kewajiban

konstitusional negara, serta optimalisasi dana denda dan hasil perampasan aset

pelaku melalui mekanisme asset recovery.

173 Op.cit. hlm. 178

174 Angkasa, Viktimologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 142.

175 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him. 28.
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Pemanfaatan dana sosial yang bersumber dari hasil tindak pidana
diposisikan sebagai instrumen pemulihan keadilan distributif, guna memastikan
bahwa setiap kerugian korban terkompensasi secara presisi dan berkelanjutan
tanpa hambatan birokrasi finansial.!’® Jika pelaku tidak mampu membayar,
negara terlebih dahulu memenuhi hak korban, kemudian melakukan regres
terhadap pelaku melalui mekanisme hukum.!”’

e. Pendekatan Berbasis Magdasid dan Martabat

Model ini menempatkan korban sebagai subjek utama, bukan sekadar
alat pembuktian. Restitusi dipandang sebagai bagian dari pemulihan martabat
manusia (karamah al-insan) dan keadilan sosial.!’® Pendekatan ini memperkuat
paradigma bahwa perlindungan korban merupakan kewajiban kolektif yang
tidak dapat ditunda.

Grand design restitusi ideal merupakan integrasi tiga lapisan normatif,
pertama Lapisan Hukum Nasional, berdasarkan UU TPPO dan UU Perlindungan
Saksi dan Korban, kedua Lapisan Filosofis Hukum Islam, berdasarkan konsep
dhaman dan magqgasid al-syari‘ah, dan ketiga Lapisan Implementatif Praktis,
melalui mekanisme penghitungan, pembiayaan, dan eksekusi yang efektif. Ketiga
lapisan tersebut membentuk sistem restitusi yang komprehensif, berorientasi
pemulihan, dan responsif terhadap realitas sosial di Indonesia.

Secara teoretis, model ini memperkaya diskursus hukum pidana Indonesia

dengan memasukkan dimensi tanggung jawab moral dan sosial berbasis hukum

176 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 165.

177 Ibid. hlm 152

178 Tbid. hlm. 124
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Islam. Secara praktis, model ini mengurangi ketimpangan antara penghukuman
pelaku dan pemulihan korban, mencegah reviktimisasi akibat proses hukum yang
Panjang, dan menjamin keberlanjutan rehabilitasi korban.

Desain Model Restitusi Ideal (Grand Design) dalam kerangka sintesis
hukum nasional dan hukum Islam merupakan rekonstruksi normatif yang
menempatkan restitusi sebagai kewajiban imperatif, menjadikan negara sebagai
penjamin keadilan, serta berorientasi pada pemulihan menyeluruh korban
berdasarkan magqasid al-syari‘ah. Model ini diharapkan mampu menjawab
kelemahan implementasi restitusi dalam praktik penanganan perkara TPPO di
Indonesia serta memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan

berkeadilan.



